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MOTTO

"Keadilan tanpa kekuatan adalah tak berdaya,
kekuatan tanpa keadilan adalah suatu bentuk

tiranikal” (Blaise Pascal).

Dalam Agus M. Hardjana,(1993:39).Kekuasaan Politik Keadilan,

Kanisius.
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RINGKASAN
Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan
Industrial di CV INMAS TEKNIK Jember

Penyelesaian sengketa perburuhan saat ini mengacu pada Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini berusaha
memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh dan pengusaha/majikan,
Khususnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Persoalan-persoalan
perburuhan yang timbul saat ini disebabkan salah satu pihak memaksakan
kehendaknya kepada pihak lain, sehingga pemenuhan kebutuhan atau kepentingan
salah satu pihak dirugikan. Selain itu persoalan perburuhan yang timbul juga
disebabkan karena tidak adanya persamaan paham antara para pihak. Oleh karena
itu, para pihak perlu untuk mencari jalan keluar penyelesaian dari persoalan yang
dihadapinya. Sebaliknya jika persoalan tidak segera terselesaikan akan berakibat
pada memburuknya kesejahteraan para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat
penulis kemukakan adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di CV INMASH TEHNIK Jember, dan apa hambatan-
hambatan yang terjadi dalam penyelesaian perselisihan di CV INMASH TEHNIK
Jember.

Tujuan  penulisan dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH
TEHNIK Jember serta cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK
Jember.

Metode penulisan pada skripsi ini mengunakan metode pendekatan
masalah secara yuridis normatif. Sumber bahan penelitian yang digunakan adalah
sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder, sedangkan prosedur
pengumpulan data menggunakan pengkajian perundang-undangan, studi literatur,
observasi, dan studi lapangan. Analisis bahan penelitian mengunakan metode
deskriptif kualitatif.

Xii
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Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan
kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan. Mekanisme yang dilakukan dalam proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial adalah kedua belah pihak wajib melaksanakan perundingan
bipartit, yaitu perundingan secara musyawarah/mufakat antara pengusaha/majikan
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tentang permasalahan
yang ada dengan memiliki itikat baik untuk menyelesaikanya. Apabila
perundingan bipartit tidak mencapai hasil mufakat, maka masing-masing pihak
atau salah satu pihak mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pegawai
perantaraan di Dinas Tenaga Kerja untuk memerantarai proses penyelesaian
perselisihan tersebut. Pegawai perantara setelah menerima pemberitahuan tersebut
setelah 7 (tujuh) hari segera melakukan penyelidikan duduk perkara perselisihan,
memanggil para pihak, memimpin penyelesaian perselisihan, dan mengusahakan
penyelesaian secara damai. Faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember adalah Para pihak yang
kurang memahami peraturan perundang-undangan, Tidak adanya Peraturan
Perusahaan, Tidak adanya lembaga kerjasama bipartit, Adanya perbedaan
penafsiran diantara para pihak mengenai pekerjaan pencatat meter listrik,
Prosedur pelimpahan tenaga kerja dari Koperasi Bakti Elektrika ke CV. INMASH
TEHNIK Jember yang tidak jelas, Hubungan kerja yang tidak harmonis antara
pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan adalah: penyelesaian di
upayakan penyelesaian pada tahap bipartit dan apabila tidak bisa maka akan
diteruskan pada tahap selanjutnya, sebagaimana diatur didalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Selain itu,
banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember.

xiii
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan saat ini dirasakan cukup penting
pada era perdagangan bebas di Indonesia. Seiring dengan laju perkembangan dan
proses industrialisasi dibutuhkan angkatan kerja yang ahli dan terampil sesuai
dengan kebutuhan industrialisasi. Masalah perselisihan perburuhan akan selalu
merupakan topik permasalahan hangat, karena hal tersebut menyangkut masalah
kehidupan manusia. Perkembangan sarana hukum diharapkan dapat memberikan
perlindungan kepada tenaga kerja dan pihak-pihak yang terkait secara langsung
dengan dunia ketenagakerjaan dalam perburuhan. Pihak-pihak yang dilindungi oleh
hukum perburuhan dalam hal ini adalah buruh dan majikan.

Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Hal ini berarti harus diusahakan agar supaya setiap orang yang mau dan mampu
bekerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan memperoleh
penghasilan yang cukup untuk hidup layak, maupun bagi keluarganya.

Permasalahan perburuhan sejak dahulu hingga sekarang belum dapat
diselesaikan secara baik. Lemahnya kedudukan dan posisi tawar buruh terhadap
pengusaha, di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia disebabkan oleh
dua hubungan kepentingan yang kurang searah. Disatu pihak pengusaha (sumber
daya produksi) ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, di pihak lain
buruh pada dasarnya menginginkan kenaikan upah dan perbaikan tingkat
kesejahteraan. Perangkat hukum masih belum dapat mengakomodasi secara
proporsional terhadap keberpihakannya kepada buruh dan majikan.

Perselisihan perburuhan semakin banyak tanpa ada penyelesaian yang
menguntungkan kedua belah pihak antara buruh dan majikan. Permasalahan yang
terpenting dalam dunia perburuhan adalah soal perselisihan perburuhan yang

merupakan bagian paling rumit dari hukum perburuhan, karena mengatur hubungan
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yang rawan antara buruh dan majikan. Ketentuan tentang perselisihan perburuhan
dalam hukum perburuhan bersifat bivalen, yaitu perdata dan publik. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan,
bahwa perselisihan perburuhan merupakan suatu perbedaan yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh
atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak,
kepentingan dan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja
atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan,

Penyelesaian sengketa perburuhan saat inj mengacu pada Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini berusaha
memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh dan pengusaha/majikan,
khususnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Persoalan-persoalan
perburuhan yang timbul saat ini disebabkan salah saty pihak memaksakan
kehendaknya kepada pihak lain, sehingga pemenuhan kebutuhan atau kepentingan
salah satu pihak dirugikan. Selain itu persoalan perburuhan yang timbul juga
disebabkan karena tidak adanya persamaan paham antara para pihak. Oleh karena
itu, para pihak perlu untuk mencari Jalan keluar penyelesaian dari persoalan yang
dihadapinya. Sebaliknya Jika persoalan tidak segera terselesaikan akan berakibat
pada memburuknya kesejahteraan para pihak.

Penyelesaian perselisihan pada persoalan ketenagakerjaan diperlukan suatu
mekanisme yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Oleh karena itu,
mekanisme penyelesaian perselisihan pada persoalan ketenagakerjaan harus
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh sebab itu, penulis
tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam suaty skripsi dengan judul:
“Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Di CV. INMASH TEHNIK Jember”,
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV.
INMASH TEHNIK Jember?
2. apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu yang dapat
dijadikan sasaran. Tujuan penelitian mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK Jember terdiri atas dua, yaitu tujuan

umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember,

2. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahauan khususnya ilmu hukum yang di
dapatkan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain :
1. untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di
CV. INMASH TEHNIK di Jember.
2. untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial di CV. INMASH TEHNIK

Jember.
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1.4 Metodologi

Setiap karya tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran. Metodologi
merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali
kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu Karya yang ilmiah ( Soemitro, 1999 :

35).

Lh

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat
diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dalam skripsi ini
digunakan metode penelitian berupa pendekatan masalah, sumber bahan penulisan,

metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam’ penulisan ini adalah
metode yuridis normatif. Metode ini adalah suatu pendekatan masalah dengan
melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum
yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1999:10). Agar supaya kajian
normatif ini lebih akurat, maka perlu dikaji pula bahan-bahan empirik sebagai
penunjang hasil kajian normatif,

Penulisan skripsi disusun dengan melakukan pendekatan masalah dengan
melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan
mekanisme pelaksanaan tugas pengawasan perburuhan yang berisi konsep-konsep
teoritis yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan ini dilaksanakan
guna memperoleh bahan kajian teori dalam menganalisa sekaligus memecahkan

masalah yang terkait.

1.4.2 Sumber Bahan Penulisan
Sumber bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber

bahan primer dan sumber bahan sekunder.
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. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer diperoleh dari

a. peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berKaitan dengan masalah
yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. surat-surat keputusan maupun surat-surat lain yang berhubungan langsung
maupun tidak langsung dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder diperoleh dari -

a. sumber bahan yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan
ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi
dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan
skripsi ini.

b. sumber bahan yang diperoleh dari majalah, laporan, brosur-brosur serta data-

data penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum ini menggunakan metode yang

dapat mempermudah untuk melaksanakan analisis bahan hukum. Pengumpulan
bahan hukum dilakukan dengan pengkajian perundang-undangan, literatur hukum,
observasi dan studi lapangan sehingga diperoleh data yang bersifat primer dan
sekunder yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan
permasalahan yang akan dibahas.
a. Pengkajian Perundang-undangan

Pengkajian perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang
berlaku untuk dijadikan landasan hukum terhadap obyek permasalahan yang
diteliti.
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b. Suudi Literatur
Studi literatur ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai
buku literatur untuk dijadikan landasan teori dalam penulisan skripsi ini dan
mempelajari pendapat para sarjana serta peraturan yang berlaku sesuai dengan
permasalahan.

¢. Observasi
Pengumpulan bahan dengan cara observasi adalah dengan melakukan
pengamatan sccara langsung terhadap obyek yang hendak ditehiti, kemudian
melakukan pencatatan secara sistematis schingga akan mempermudah dalam
menganalisa.

d. Studi Lapangan
Penulisan skripsi ini juga menggunakan studi lapangan untuk mengetahui dan
mendapatkan data-data yang terkait secara empiris kualitatif, yaitu dengan
menggunakan metode wawancara dengan Kabag. Sub Hubinsyaker Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban atas
pertanyaan dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-
bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan

penelitian.

Penulis dalam menganalisis bahan penelitian ini, menggunakan analisis
deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari narasumber baik secara lisan
maupun tertulis, diteliti, kemudian dipaparkan dengan jalan meggambarkan sifat
dan karakter dari obyek penelitian dan selanjutnya permasalahan yang timbul
ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan permasalahan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk

mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut
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dapat  dipertangungjawabkan  dengan

mengunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari

dapat ditarik suatu kesimpulan yang

pengetahuan yang bersifat khusus ke pengetahuan yang bersifat umum. Dengan
demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan didalam penulisan skripsi ini,

yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam skripsi ini adalah proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial buruh dengan pengusaha CV. INMASH TEHNIK Jember.

Pada awalnya Koperasi Bakti Elektrika yang tidak lain adalah Koperasi milik
PT. PLN (Persero) Jember merekrut karyawan untuk dipekerjakan sebagai tenaga
pencatat meter listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) area pelayanan dan jaringan
Jember. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 9 Juni 2004, PT.
PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengadakan perjanjian dengan CV. INMASH
TEHNIK, Perjanjian itu berkenaan dengan hal penyerahan pekerjaan berupa pembacaan
meter pelanggan area pelayanan dan Jaringan Jember. Kemudian perwakilan dari pihak
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diwakili oleh Ir. Hariadi Sandono, MM., yang
menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, sedangkan pihak
CV. INMASH TEHNIK diwakili oleh Ny. Hj. Indahningsih yang menjabat Direktur.

Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan CV,
INMASH TEHNIK berakibat pada pengalihan karyawan Koperasi Bakti Elektrika
kepada CV. INMASH TEHNIK Jember. Setelah adanya pengalihan karyawan maka
pada tanggal 16 Desember 2004 karyawan CV. INMASH TEHNIK Jember membentuk
serikat pekerja/serikat buruh dengan nama BASIS SARBUMUSI Jember sesuai dengan
tanda bukti pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dan Traﬁsmigrasi Kabupaten Jember
Nomor 568/120/SB/436.322/X11/2004 tertanggal 16 Desember 2004.

Keberadaan serikat pekerja/serikat buruh pada CV. INMASH TEHNIK Jember
tidak menjadikan hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja, sehingga terjadi
perselisihan diantara keduanya. Perselisihan itu diwujudkan dalam bentuk penolakan
oleh Pengusaha mengenai keberadaan serikat buruh/serikat pekerja di CV. INMASH
TEHNIK Jember. Pengusaha melakukan penolakan karena dalam pendirian serikat
pekerja/serikat buruh dengan nama Basis Sarbumusi yang ada di CV. INMASH
TEHNIK Jember yang berkantor di JI. Terataj 11/27 Jember itu tidak ada delegasi dari
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pihak pengusaha. Kemudian, pada tanggal 19 Januari 2005 karyawan CV. INMASH
TEHNIK Jember yang dalam hal ini diwakili serikat pekerja/serikat buruh Basis
Sarbumusi menyampaikan keluh kesah kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur. Karyawan dalam penyampaian keluh kesah itu menuntut hak-hak mereka
kepuda pthak Koperasi dan Manager CV., INMASH TEHNIK Jember. Adapun hak—hak
yang mereka tuntut adalah :
1. pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) Tahun 2004 yang tidak sesuai dengan
ketentuan.
2. CV. INMASH TEHNIK Jember tidak mengakui masa kerja karyawan yang
sebelumnya bekerja pada Koperasi Bakti Elektrika.
3. anggapan bahwa Perjanjian Kerja yang ada tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

4. kurangnya kesejahteraan dan rendahnya pendapatan yang mereka terima.

n

anggapan bahwa pekerjaan pencatat meter listrik itu tidak dapat dikontrakkan
(waktu tertentu) dan yang seharusnya merupakan pekerjaan tetap/ terus menerus.
6. anggapan bahwa pekerjaan pencatat meter merupakan pekerjaan pokok yang
seharusnya tidak boleh untuk dioutsourcingkan.
7. anggapan bahwa CV. INMASH TEHNIK Jember dalam menjalankan pekerjaanya
tidak memiliki izin tertulis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Setelah penyampaian keluh kesah tersebut pada tanggal 24 Februari 2005 telah
terjadi perundingan antara kedua belah pihak yang bertempat di Hotel Rembangan.
Perundingan dilakukan oleh pihak pengusaha yang diwakili oleh Aan Alfian dengan
pihak karyawan yang diwakili oleh ketua umum DPC Sarbumusi Jember yaitu H.M.
Iswinarso, S.E. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan

I. pencabutan pernyataan tidak adanya pengakuan adanya serikat pekerja/serikat
buruh Basis Sarbumusi di CV. INMASH TEHNIK Jember oleh pengusaha.

kekurangan atas pembayaran THR akan dibayarkan langsung pada pembayaran
gaji bulan Maret 2005,

o

3. adanya pengakuan secara tertulis terhadap masa kerja karyawan oleh CV.
INMASH TEHNIK Jember.
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4. berkaitan dengan poin 1 akan segera dilakukan deklarasi keberadaan Basis
Sarbumusi di CV. INMASH TEHNIK setelah poin 1,2.3 diselesaikan.

Akhirnya pada tanggal 28 Februari 2005 CV. INMASH TEHNIK Jember dalam
rangka menindaklanjuti pertemuan tersebut diatas mengakui keberadaan serikat
buruh/serikat pekerja Basis Sarbumusi di perusahaannya yang tertuang di dalam
suratnya tertanggal 28 Februar 2005 yang ditujukan kepada pimpinan PT. PLN
(persero) Distribusi Jawa Timur.

Walaupun salah satu tuntutan serikat pekerja/serikat buruh telah dipenuhi oleh
pengusaha yang berupa pengakuan Basis Sarbumusi di CV. INMASH TEHNIK Jember
namun rupanya para karyawan belum merasa puas karena sebagiaﬁ besar tuntutan
mereka (pembayaran THR sesuai dengan perjanjian kerja, pengakuan masa kerja
karyawan yang sebelumnya bekerja di Koperasi Bakti Elektrika, kenaikan gaji dan
kesejahteraan, setatus kerja dan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap) tidak dipenuhi
oleh perusahaan. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 2005 para karyawan melakukan aksi
mogok kerja sampai batas waktu adanya kesepakatan antara para pihak. Kemudian
disusul dengan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2005 yang
bertempat di CV. INMASH TEHNIK Jember. Aksi ini kemudian diteruskan ke kantor
Bupati dan kantor DPRD Jember.

2.2 Dasar Hukum
I. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan
Pasal 1 angka 15 yang berbunyi :
Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh  dengan pengusaha

berdasarkan perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

BTN,
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Pasal 1 angka 16 yang berbuny; :

Pasal 1 angka 22 yang berbunyi :

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan

Kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam saty perusahaan.

Pasal 50 yang berbunyi :
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja/buruh.

Pasal 59 ayat (1) vang berbunyi:

perjanjian kerja wakity tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atay Kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waky
tertentu, yaity:

I. pekerjaan yang sekali selesai atay yang sementara sifatnya:

2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu vang tidak terlaly
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun:
3. pekerjaan yang bersifat musiman: atau

4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan yang masih dalam percobaan atay penjajakan.
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Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi:
dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi
tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian

pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi :
Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau

lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit.

Pasal 106 ayat (2) yang berbunyi :
Lembaga Kerja Sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai

forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.

Pasal 108 yang berbunyi:

pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib
membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk, di dalam peraturan perusahaan itu memuat hak dan
kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib

perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Pasal 137 yang berbunyi:
Bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat

buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan

Pasal 140 ayat (1) yang berbunyi:

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan.  Pekerja/buruh  dan  serikat pekerja/serikat  buruh  wajib
memberitahukan  secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang

bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat.
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3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pasal 1 ayat (1) huruf C yang berbunyi :

Perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan

majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak

adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau

keadaan perburuhan.

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :
Bilamana terjadi perselisihan perburuhan, maka serikat buruh dan majikan mencari

penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan.

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

Jika dalam perundingan itu oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat
bermaksud untuk menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan
arbitrase oleh juru/dewan pemisah, seperti dimaksud pada pasal 19 dan seterusnya,
maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka,

diberitahukan dengan surat kepada pegawai.

Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :
Pemberitahuan termasuk pada ayat (1) berarti permintaan kepada pegawai tersebut

untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan

tersebut, perantaraan mana harus diberikan.

Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :
Jika pegawai berpendapat bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan
perantaraan olehnya, maka hal itu oleh pegawai segera diserahkan kepada Panitia

Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
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4. Keputusan Menteri Nomor KEP.15A/MEN/1994 Tentang Petunjuk
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Pemutusan Hubungan
Kerja Ditingkat Perusahaan Dan Pemerantaraan.

Pasal 4 yang berbunyi:

Apabila keluh kesah meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial maka

penyelesaiannya dilakukan melalui perundingan secara musyawarah untuk mufakat

antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi atau organisasi pekerja lainnya dengan pengusaha atau

gabungan pengusaha.

Pasal 4 huruf C yang berbunyi:
Risalah memuat tentang :

I nama dan alamat Serikat pekerja/Serikat buruh:

2. nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili;
3. tanggal dan tempat perundingan;

4. pokok masalah atau alasan perselisihan;

5. pendirian para pihak;

6. kesimpulan perundingan;

7

tanggal dan tanda tangan pihak yang melakukan perundingan.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Hubungan Kerja

Menurut bab 1 pasal | huruf 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah.

Menurut Soepomo (1987:1) Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang
buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya
perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian,

disatu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha
mempekerjakan pekerja/buruh memberi upah.
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Berdasar pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk
hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja
dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan
dengan perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) yang ada, demikian halnya dengan peraturan perusahaan, substansinya
tidak boleh bertentangan dengan KKB/PKB. Atas dasar itulah, dalam pembahasan
mengenai hubungan kerja ketiganya akan dibahas secara terpadu karena merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai komponen hubungan industrial.
Mencermati uraian diatas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja.

Beberapa ahli berpendapat bahwa dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan

kerja ada 4 unsur penting, yaitu :

I. adanya pekerjaan ( pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang).

2. adanya perintah orang lain ( pasal 1603 b KUH Perdata).

3. adanya upah ( pasal 1603 p KUH Perdata).

4. terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus
menerus.(Khakim, 2003:28)

Hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan yang mengatur/memuat
hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Takaran hak dan kewajiban
masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat hak pekerja/buruh
merupakan kewajiban pengusaha. Sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban

pekerja/buruh.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms, mempunyai
beberapa pengertian pasal 1601 a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut:
* Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu ('si Buruh), mengikatkan
dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu
melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal | angka 14 memberikan pengertian yakni :
"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha memberi

kerja yang memuat syarat -syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.
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Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUH Perdata seperti tersebut di
atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah “dibawah perintah pihak lain”,
dibawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha
adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi), pengusaha sebagai pihak yang
lebih tinggi secara sosial ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh
yang secara sosial ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan
pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah yang membedakan antara perjanjian
kerja dengan perjanjian lainya.

Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih umum karena menunjuk
pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban para pihak syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat
pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak salah satunya adalah upah
disamping hak dan kewajiban lain yang akan dibicarakan secara tersendiri
pengertian perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ini
tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga
mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur
dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.( Husni,

2003:55)

Tidak ada satupun peraturan yang mengikat bentuk dan isi perjanjan, karena
dijamin dengan asas kebebasan berkontrak, yakni suatu asas yang menyatakan bahwa
setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi berbagai
macam perjanjian, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan
ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam Pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata, dengan memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337
KUH Perdata.

Berdasarkan jangka waktunya perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam yaitu:
I. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja ini diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika mengacu pada Pasal 59 ayat
(1), Pengertian Perjanian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaanya akan selesai dalam waktu tertentu.

CeE L
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2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Perjanjian kerja ini tersurat pada Pasal 1603 q ayat (1) KUH Perdata, yang
menyatakan bahwa lamanya hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam perjanjian
atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula
menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak
tertentu.

Lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, disamping alasan tersebut diatas, perjanjian kerja
waktu tidak tertentu secara hukum otomatis terjadi sebagai akibat pelanggaran
pengusaha terhadap Pasal 57 ayat (1), yakni membuat perjanjian kerja waktu

tertentu secara tidak tertulis.

2.3.2 Pengertian Hubungan Industrial

Penggunaan istilah hubungan industrial sebenarnya merupakan kelanjutan dari
istilah Hubungan Industrial Pancasila. Kurang jelas dengan alasan apa dan sejak kapan
kata Pancasila dihapuskan dari istilah itu.

Berdasarkan literatur istilah Hubungan Indusrial Pancasila (HIP) merupakan
terjemahan labour relation atau hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya
menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah
hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dengan melihat perkembangan dan
kenyataan yang ada bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha
ternyata juga menyangkut aspek-aspek lain yang luas. Jadi hubungan perburuhan
tidaklah terbatas hanya hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha saja, tetapi perlu
adanya campur tangan pemerintah. Bertolak dari hal tersebut melalui kesepakatan
bersama LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Nasional Nomor 9 Tahun 1985, maka
istilah hubungan perburuhan diganti dengan istilah hubungan industrial ( Industrial
relation).

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP)
Departemen Tenaga Kerja pengertian HIP ialah suatu Jjasa (pekerja, pengusaha dan

pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,
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yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional
Indonesia. Untuk itu sebagai wujud pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja/buruh,
pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam sila-sila
Pancasila, artinya segala bentuk perilaku semua subyek yang terkait proses produksi
harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur pancasila secara utuh.

Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyebutkan pengertian istilah Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan
yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dalam proses produksi di perusahaan pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah
pekerja/buruh dan pengusaha, sedangkan pemerintah termasuk sebagai para pihak
dalam hubungan industrial karena berkepentingan untuk terwujudnya hubungan kerja
yang harmonis sebagai syarat keberhasilan suatu usaha, sehingga produktivitas dapat
meningkat yang pada akhirnya akan mampu mengerakkan pertumbuhan ekonomi dan
dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Peran pemerintah dalam hubungan industrial ini diwujudkan dengan
mengeluarkan berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan yang harus ditaati
oleh para pihak, serta mengawasi atau menegakkan peraturan tersebut sehingga dapat
berjalan secara efektif, serta membantu dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Dengan demikian, kepentingan pemerintah dalam hubungan industrial adalah
menjamin keberlangsungan proses produksi secara lebih luas.

Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dalam melaksanakan hubungan
industrial berfungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga
ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasinya secara demokratis,
mengembangkan ketrampilan dan keahlianya serta ikut memajukan perusahaan dan
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya,

Pengusaha atau organisasi pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial

mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas
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lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/bﬁruh secara terbuka,
demokratis dan berkeadilan.

Hubungan industrial tidak hanya dilihat dari konteks hubungan antara pekerja
dan pengusaha semata, peaturan-peraturan ketenagakerjaan, tetapi juga tidak dapat
dipisahkan dari lingkungan sosial, ekonmi, dan politik. Karena didalamnya mencakup
pula konsep keadilan, kekuasaan, hak dan tanggung jawab.

Tujuan hubungan industrial pada akhirnya adalah untuk meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha, tujuan ini saling berkaitan dan
terkait satu dengan yang lainya yang berarti bahwa pengurangan teihadap yang satu
akan mempengaruhi yang lain. Tingkat produktivitas perusahaan misalnya, sangat
ditentukan oleh tingkat produktivitas pekerja, produktivitas yang tinggi hanya
dimungkinkan jika perusahaan tersebut memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya.
Peningkatan kesejahteraan pekerja hanya layak jika produktivitas perusahaan
meningkat,

Jadi, pelaksanaan hubungan kerja itu harus senantiasa dijiwai oleh sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3.4 Pengertian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Membahas perselisihan identik dengan membahas masalah konflik. Secara
sosiologis perselisihan dapat terjadi di mana-mana, di lingkungan rumah tangga,
sekolah, di pasar, di terminal, di lingkungan kerja dan sebagainya. Secara pisikologi
perselisihan merupakan luapan emosi yang mempengaruhi hubungan seseorang dengan
orang lain. Jadi, masalah perselisihan merupakan hal yang wajar karena telah menjadi
kodrav iaanusia itu sendiri. Langkah strategis adalah bagaimana seseorang
memanajemen perselisihan itu dengan baik untuk memperoleh solusi yang tepat dan
akurat,

Demikian pula mengenai perselisihan hubungan industrial (dahulu disebut

perselisihan perburuhan) terkadang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, semua pihak
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yang terlibat dalam perselisihan harus bersifat dan bersikap lapang dada serta berjiwa
besar untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut.

Perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan
majikan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-
syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan(pasal 1 ayat (1) huruf Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1957). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor KEP-15A/MEN/1994, istilah perselisihan perburuhan diganti menjadi
perselisihan hubungan industrial. Menurut pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13
tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial adalah
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan
hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 1
(satu) perusahaan.

Prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan oleh pengusaha
dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat

(pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

2.3.5 CV.INMASH TEHNIK.

CV. INMASH TEHNIK adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yaitu
perusahaan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan
pada perusahaan yang memberikan pekerjaan.

CV. INMASH TEHNIK didirikan di Surabaya pada 6 Novcmber 1985 dengan
alamat Jl. Kaliasin Gang III Nomor 23 Surabaya dengan pemilik perusahaan Hj.
Indahningsih dengan status kepemilikan adalah perusahaan swasta dan status
permodalaan swasta nasional. Yang kemudian dengan pengembangan perusahaan CV.
INMASH TEHNIK mendirikan cabang di Jember dengan alamat di JI. Teratai Gang II
Nomor 27 Jember yang dipimpin oleh Bpk. Harsono.A.

Jumlah tenaga kerja CV. INMASH TEHNIK Jember pada tahun 2004 berjumlah

104 orang dengan status karyawan sebagai tenaga kerja waktu tertentu atau karyawan
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kontrak. Para-karyawan mempunyai masa kerja yang berbeda-beda. karyawan bekerja
sebagai pencatat meter listrik PT. PLN (persero) Area Pelayanan Jember yang meliputi
kota Lumajang, Kahsat, Rambipuji, Ambulu, Klakah, Tanggul dan Tempeh. Jumlah
karyawan pada tahun 2005 berjumlah 201 orang dengan besarnya gaji perbulan sebesar
Rp. 721.250;. Selain gaji tersebut karyawan CV. INMASH TEHNIK Jember juga
mendapatkan fasilitas kesejahteraan yang berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan
mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) yang meliputi Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan
Hari Tua. Semua fasilitas itu tertuang di dalam perjanjian kerja yang merupakan inti
atau pokok terjadinya hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha.

CV.INMASH TEHNIK Jember dalam memberikan fasilitas perusahaan kepada
karyawan kurang memenui standar yang ada. Itu terbukti dari enam jenis fasilitas
keselamatan dan kesehatan kerja yang berupa: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
(P3K), Poliklinik, Dokter pemeriksa, Ahli/Petugas Kesehatan dan Keamanan Kerja(K3),
Paramedis, Regu Pemadam kebakaran hanya satu yang dapat diberikan Perusahaan
yaitu P3K. Selain itu, dari tujuh fasilitas kesejahteraan yang berupa : Koperasi
karyawan, Sarana ibadah, Olahraga dan kesehatan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA),
Unit Keluarga Berencana (KB) perusahaan, Perumahan karyawan, kantin, dan hanya
satu yang dapat dipenui yaitu sarana ibadah.

Perangkat Hubungan Industrial pada CV. INMASH TEHNIK Jember yang
sekarang ini ada tidak memenui standar yang ditentukan oleh undang-undang.
Perangkat hubungan industrial yang sckarang dimiliki oleh CV. INMASH TEHNIK
Jember hanyalah perjanjian kerja, seharusnya CV. INMASH TEHNIK Jember juga
harus memiliki peraturan perusahaan. Menurut undang-undang perusahaan yang

memiliki karyawan lebih dari sepuluh orang haruslah memiliki peraturan perusahaan.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

I. mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha
dengan serikat pekerja/buruh CV.INMASH TEHNIK Jember diselesaikan
melalui  usaha perundingan bipartit. Apabila nantinya tidak terjadi
kesepakatan dalam perundingan bipartit sesuai dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap
Pemerantaraan, P4D, P4P, dan Veto Menteri Tenaga Kerja.

2. faktor penghambat dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan
industrial CV. INMASH TEHNIK Jember adalah; Para pihak yang kurang
memahami peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut
masalah ketenagakerjaan, Tidak adanya Peraturan Perusahaan, Tidak adanya
lembaga kerjasama bipartit di CV. INMASH TEHNIK Jember, Adanya
perbedaan penafsiran diantara para pihak mengenai pekerjaan pencatat meter
listrik, Prosedur pelimpahan tenaga kerja dari Koperasi Bakti Elektrika ke
CV. INMASH TEHNIK Jember yang tidak jelas, Hubungan kerja yang

tidak harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.

1.2 Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, maka dapat
dikemukakan saran sebagai berikut:
I. Perlu adanya upaya komunikasi yang baik dan seimbang antara para pihak (
pihak pekerja/buruh dan pihak pengusaha/majikan), sehingga permasalahan

diantara mereka dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak sampai berlarut-

37
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larut dengan banyaknya pengorbanan yang dikeluarkan baik dalam bentuk
waktu, biaya maupun tenaga.

. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang di CV. INMASH TEHNIK Jember diupayakan
adanya penyelesaian, dengan cara membentuk kerjasama yang aktif antara

pihak pengusaha, pekerja dan pemerintah.
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Ketentuan lebih Tanjul mengenai lata cara. pelaksanakan pekerjaan sebagainfan

dimaksud Pasal 1 Sural Perjanjian ini tereantum dalam Petunjuk ‘Tekiis Outsourcing
Pembacaan Meler yang dlldm]mk'm dan menjadi bagian yang 1|dak lupl ahkan dari

Surat Perjanjian ini. 4% s

| PASAL 6 , b
IMBALAN JASA DAN CARA PEMBAYARAN

: |

PIHAK KESATU memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KJ DUA unluk'-

melaksanakan pekerjaan qelngmmna dlm'\kwd dalam Pasal | Surat Perjanjian ini
sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupish)/pelanggan/bulan, belum termasuk PPN,
Harga tersebut merupakan fixed price yang tidak berubah sclania jangka wakin
Jpelaksanaan pekerjaan keeuali diadakan Addendum/Amandemen.

Jumlah pembayaran yang diterima olch PITAK KEDUA adalal harga tersebut pada”
Ayat 1 Pasal ini dikalikan denggan jumlah pelanppan yanp dibaca stand meterhyn padis

bulan berjatan dikwrangi dengan denda (bila ada), ditambah denpan PPN 10%5,

Jumlah pembayaran dimaksud pada Ayat 2 Pasal ini termasuk peniby yaran untuk.

pekerjaan-pekerjaan fainnya yang sudah disepakati selain pekerjaan punh.u.l.m meler — .
. pelanpgan,

[’(f]l]bnyarnn kepada l’lllAK KEDUA dilaksanakan oleh PIHAK KIE SlAlU melalui
transfer ke rekening No. @ 0211.01000117-30.1 pada Bank BRI Cnb Pahlawan

- Surabaya sclelah IH!AI" KEDUA melakukan selurub pekerjaon :Lhn]’mmnn

dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini setiop bulannya.
¥

Pembayaran akan dilpksanakan oleh PIHAK KL.SAIU sclelah I’IHAK KE DUA .

membual surpl penagihan yang dilengkapi dengan * : E
a. Surat Permintaan Pembayaran X =f';
t b, Kwitansi Rangkap 6 (enaim) bermaterai Lllkllp _ S
- ¢. Faktur P4jak dan Surat Seloran Pajak. i
" d. Berila Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). &
- . Berila Acara Pembayaran (BAD) bt
I
i1
gt
i
i ]
i
i
. ; iy ,: div
| : '~ Pige5ol10 e g
W0 I
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: PASAL 7 - i
JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN '

i
il
i
'
:

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanan berupa performance bond
schesar Rp. 562.000.000 ( lima ratus enam puluh dua juta rupiah) yalig mempunyai

lahun dhia ribu gmpat sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun

dua ribu empat. & Al
2. Jaminan. pelaksaan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) Pasal ii)i;. harus sudih
diserahkan olch PHIAK KEDUA kepada PIHTAK KESATU paling lambat 1 (satu)
“hari sebelum penanda tanganan Surat Perjanjian ini. S '
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajiban yang lekcantum dalam

- Surat Perjanjian ini dan menyatakan ‘mengandurkan diri, alau PHTAK KESATU. . .
vmemutuskan Swat Perjanjian ini “karena alasan PHIAK KEDUA; tidak dapat.
- melaksanakan Pasal 1 Surat Perjanjion, maka jarivinan pelaksanaan | sebagaimana. __
dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini menjadi hak milik PIHAK KESATU: | i

PASAL §
VALIDITAS DAN KEAMANAN DATA

_ il :
Lo PIHAK KEDUA wajib menjaga validitas dan keamanan data yang diberikan olch. .-
PIHAICKESATU dalam rngka pelaksanaan peker jaan, o &

2. Kerusakan data yang discbabkan oleh kesengajaan ataupun kelalaian vleh PIHIAK
KEDUA atau petugas dari PHIAK KEDUA akan dikenakan sanksi yang beral sampai
dengan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PHTAK KESATU. :

o= g b
PASALY gl
KERAHASIAAN £

i
PIHAK KEDUA menjamin kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi f!iih!g berkaiatan
dengan|perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan atau menggunakan untik kepentingan
pibak Tain, kecuvali dengan persetujuan - tertulis terlebih dahulu dari l‘Il-IAK; KIESATU.
Pelanggaran dalam hal ini akan dikenakan sanksi oleh PIHAK KESATU berupa tegoran

)

sampai dengan pemutusan perjanjian secarg sepihak. o

i e————

Page 6 of 10 ‘ .

masa berlaku sekurang-kurangnya delapan bulan atau dari tangpa siatu bulan Juni. . ..

- -

-
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i

“I Ry

0 7 Far e !

" |

| H g {
: PASAL 1o i : i Fweyem |
FORCE MAJ R s i

i \’_:ln;;'dinmksuﬂ

denpan sell, kahar (Foree
terindi - dilyar kcnt:.un,m:m para pihak
didalamnys etpi tidak

beneana alan, seperti pemp

Majewe) adalal, .'_:L‘Illl!:i;kc:llf:iml yang
Pihak ik menpatasi, sejier( lermasuk

lethatae pady kerusubian, ol g, perang, kebaliaran,

S
1 bumi, banjir dan ]\'L“]'Hdl:m—k(‘j:l(”:fll TS ey
2 Pihak yang mendalilkan fopee Majeure wijih memberitaliuk i, seera tertulis kepagdy
Pilink Lainnya dalfh lengpang wak paling Tambat 7 (tjeeh) hini sételaly terjading
peristiwa terseln denpan ketentian harys dikuatkan ofel lembagg A instansg yang
iu:nvcn:mg. W ¢
Vo Pihak Yang menerima pemberiy

ahuan Foree Majcure wiajily enanppapi secar lertulis

abila ledpgang wakyy o - ‘

A langpapan lerlulis, maka Fhyree Najeure J
1

dialam lenggang wakqy paling Tanila 7 (tujuh) har ketja, dan ap
7 (tujuh) hari kerja telaly fevay

dan tidak al
dianppap dizetujni,

PASAL | B

l;/\lI/\N(:/\N Lr\Rf\NU/\N

; b
: i

L Denpan alagnn apapun. PHIAK KEDUA dilarang mengalilik g

sehagian atan scluruhnyy kepads Pibak Lain, i,

]!L‘kél‘_i;mn, baik
nipa Sepenpetahuan |

AR KESA T
PHTAK KEDUA dilarang menuatut hiayy Ahapun Kepada PINTAK K ESATU sclain
Yang ditentokan dalam perjanjian ini, dan menuntug I\inyil Apapun jupa kepada
pelanpgan PIAK KESA T 7]

L+ :

Dengan alagan Apapun PHTA
data- yang dibérikan PINAK
meter pelanppan,

K KEDUA dilar
KESATU,

M merubah,

enphitlangkan, merusak
seeali perubaly

an/mulag; (I;H:'l,.f':inml akhiy

g 7 8 | PASAL 12
oA 4 SANKSI DAN DNy A

|

i

I \

t |
|

' |

j : -

i :

! |

] - I '
{

Apabila hasi) pcmlmcnm_l' meler kurang Jayi Juml
Kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan dend

1

|

|

|
PO , '
ah pelangpan yanp t!llcrllll,l\'zm maka
nilai pembayaran pada hulan bersangkutay:

a sehesar 5 % (liwm petsciatus) darj

Apabila selama dal

am - masn Pelaksanann I
pelanppan yang dap

i
ckerjany, lernyata tcrdn;.llii}'kcluhnn
at dibuklikan penyehabnya wdalal, kt:.':.’ll:lll:m_ Penentatinm meter

it ¥

| ! |
e

Poage 7 or | ;i ‘

|

.,

YT R ——
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Lo Perjanjian ini et

'4-!

0.

dan belum  dibayar aleh

Pelanggan, maka PHIAK |
kelehihan dari nilai rupiah

Apabila selama masy el
vang dapal dibuktikan
menimbulkan kelebil,
KEDUA wajib e
kekurangan athu kelehihan
Apabila PIHAK 1
nembacaan meter
dikenakan dend
hersanpkutan,

a4 schesay

Apabila PITAK KEDUA
hetkaitan denpan pemakai
aan pelanppan p
denda atan Ranti rupi sesun
Apabila dalam pelaksanam
pada Ayal 1,2, 3, 4 dan 5 |
pPerianjian 's:chinggn dapat
PIHAK KESATU  maka

Pemutusan pekeriann seen

it i oleh Pl IAK FESA il

Ayal [, 2 dan 3

dari

butan ke lima dan seferusny

-
'

-

Juni tahun dug ribu empat
talny dua rilyg cmpal,
Pelaksaan Pembacaan Mete
Tuni tahun dua riby empal,

Perjanjian ing dapat dj
dibuiat Addendum/Amanden

i |
PASAL 13 | o
TANGKA WAKTU PERIANIIAN £
£
. i ; 4], -
aku untuk Jangka waky lerhitung mulaj langpal .';cniq:ln.al:m bulan .
saimpai dengan tangpal tga puluh samy bulal Desember
'
Foleh Lilak KEDUA ditetapkan mulai t:mgéz’} 20 bulan
' ¢ i
pcrp;uﬁ:nng berdasarkan kesepakatan kedua belaly ph) ik dengan
en., ,i
. . i i.
; i
o Page8orilo i ;

penyebabnya adalal ke
an pembayaran dan
bayar hiava akilat kel

DUA - melakukan
sesuni walk(y yang (el

MAK K

I ke

Pasal ini tidak diberlakukan -
Pembacann meter, Ayal 1,2

{2
|

, i
L1 3
hamun sudah terlanguy mehjadi ael|fy
dikennkan denda sehesar dua kal kekuanpalr
scharnsnya dibayar oleh pe

iy

1y
it

3

pelanppan,
CEDUA

yanp

g

TN
aksanga Pekerjaan, temyatg terdapat keluhin pel
salahan pencatatan fl_'ii‘.lcr schingg::
sudah dibayar olel, [n‘i.’l:i!;uﬂ:ﬂ aka PIHTAL
chilian bayar teizebul selésar dua bali
dari nilai rupial yang scharusnya dibayar olel pelanppan,

angpan

keterlambatan dalay
ah ditentuk:n m

aka PINTAL f_(l’.l)l-}./\ ak
seralug) o

i
ari nilag pembayag;

3 % (lima pey |:1'! packa hulan
S i

]!C'ljﬂ;ll[g:llill1 yang .
e mernigikan PEIAK K)SATY dan
a PHHIAK KEDUA akan dilc'c'nf:tk:m samksi
fentwan yang helaky, :

miclakukan peny

alahginann alatpun
an lenn

a listrik v
WSATU mak

|
a sepeeli dimaksud
akukan penyimpangan =
RESATU dan atg cilra
anpan ok pcl;{'rj:i;m it
SeEh et dikenakag tenda g ."lll:nr lantutan

.

Y perjanjian inj selelal sanksi dan dene
Yasal ini PINAK KEDUA masil mel
merugikan Pelanppan PIHAK
akan dilakukan pengin
A sepihiak

selama cmpay bukin pertame
akukan pada pembacaan mete

dan 3 I'n::nll i ke dilyer]
. :
!

————

menyerabkan  hasil

sy g

(e

S A



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. i‘('ruh:lh:m,

I Kedug belah pihak sepak

e (o e -

: P AR

i Tyl -

PASAL 14 ! :f-:

3 r .

PENUTUSAN 'l'l?}RJ/\N.HI\N iy . y ﬂ

Lo Apabily PINAK KEDUA lidak da

lawabnya sera IH‘CIHHNJ{?IJ' ketenn
KESATL berhiak memulugkay
MAK KEDUA unpk
KESATLL

Pat memennhi kewajiban. | j
an-ketentan dalam petianjing i, maka PIALE
perianjian i Seca sepihak, dehpan kewajiban

menpEanti - sepala l(crugi:ny)':nu; diderita olen PIIALL

Dalam hal lerjadi - pemutugan, perjaniag sehapaimang dimakai (i alids, kedug belal)
pihak sépaka nluk member lakukan Pasal 1266 dan 1267 Kinp, -

Apabily ferjadi pemultusan perjanjian ing secara sepihak olely PIAK KESATU, maks
PHIAK KESATU) berhak menunjuk piliak Jag, atas kehendal oy, berdizakay pilihan
sendivi unink melanjutlag pekeriann jng. s

| :
Dalam ha) lerjadi schagaiman

A dimaksud dalim Ayar 3 I'as
ada PINAK KESATUY sep

ambar,

al Ini, PIIAK Kiznua
diharuskan menyerahkan kep :
KESATU berupa Lambay- ISIP-AEsip . dan dati-cla y;mg‘:hcalmlum[_::m
dengan perjanjian ing. : ’

'ASAL 15
I'l'}l{l_lll/\Il/\N-l'lERUHAHAN

|
t
|
i
|
[ j
3
al bahwg setiap perbal

Pasal dalan petiajian ing hanya dapat dilakukzn,

i !.'-. *
an, penambalay, bengiirangan pasal.-

Alas perselujua, kedua !sfcilnh pihak.
Pemambahan,
dilmatkan Addenduy

Sura I"t‘lj:lnji:m in,

PenpEunp Pasal-pasal  dolan, Peijanjiag  in nkin
WAmandener, YR merpakan |y

agian dak lerpisabkan (i

——

ajibin dan g iy,

ala lasilityg - nilik PHTAK 3

H
— - i
3 Usul perubahan, penambalay, Pengurangan Pasal-pasal dalam, pcrj:uij_ih!: ini, haryg
dinjukan olel pihak yang fey kepentingan kepads pinak Iinnya, ::t:l:m:lmt,ll:nnhuln;.'.-n I ;
(sirtu) bulan sehelury Taippal pey ubihan Perianjion Yang divsulkan. g l :
- % .t . : : ]
; I |
' ll |
. I |
" | ‘
1| i r
|
i :
g i
fl I
vl f
.. l '
!
i
i ;
.
1 s
Page 9 of 19 | :
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PASAL 16
: 2k PEN\HELESAL\NIHBRSELJSHIAPJ“
l : :

I Apabila terjadi perbedaan alay
ini, I<edua.bcﬂnh pihak sepak
mufakat,

|

(]

persclisihan pendapat dalam bclaké#i“zmn perjanjian
; RN

al untuk  menyelesaikan Secara musyawarah untuk

. i S
alan dalam musyawarals tersebut, maka kedua belaly
anmenurut prosedur hukumn yang bej',z'&l(u.

e

2.~ Apabila tidak diperolely permufak
spihak sepakat untuk menyelesaik

3. Kedua belah pihak sepakal untuk memilil;

i ;
kedudukan hukum yang sah dan tidak
. . . i ]
berubah di Penpadilan Neperi Surabaya, ‘ F
g

‘. '::"..i
PASAL 17 ¢{
PENUTUP | H
. 4
Demikian S_m':.\l Perjanjian ini dibuat d

' ‘:' )
alam ranpkap 2 (dua) lmrn:clc‘rq! cukup dan

litandatimpani oleh kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai |<.'c vatan hukuny
. 2 ( e \

;'éll'r{_l sama.

P

i
H
.
|
1

e D - ks

PIHAK KEDUA PLIAK KESATU -
CV. INVIASH TEJINIK - —=RLLPLN (PERSERD)

.;{ﬁﬁ'l‘liﬁx IRLIAWA ‘MR ea
/" GENER
[ Drz=app
RELOE

" DIR EI&;'UR
| ==

/__./' \/ .
A b 2o gl :
:( dp 3 X [ "m.mymmlli ;
, ; S B
1. Indan Ningsih' : /( Ir. ll/\_llllAl)l SADUN,?? MM ,én\
. i i
b “1" . ". ',.‘ I’
Page 10 of 10 el ;
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ADDENDUM

| ‘: ' - P
Sl_URAT PERJANJIAN NO. : 102Pj/DIST-JATIM/2004
1 { ;- Tanggal : 09 Juni 2004 _

% S

"Antara
I'T. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR 7
A 35 Dengan ﬁ
. CV.INMASH TEHNIK |
"'" Tentang

PEMBACAAN METER PELANGGAN
I ‘No. 04Add/OC-JBRfDIST-JATIM/2004

r i 3
: G ;l: h—_—_,_.—__—_‘_‘———————__—'”—"———-————-g—-—————___—
5

Pada hari ini Rabuj!:tlanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu empat yang
bertanda tangan dj ba:wah ini :

caams ol |

1. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUS] JAWA TIMUR

1
o

Dalam hal ini dmaki]i oleh Ir. HARIAD] SADONO, MM, Jabatan General Manager PT,
PLN (Persero) Pistribusi Jawa Timur, berkedudukan di JI. Embong Trengguli 19 - 27

-

Surabaya, selanjiy:_l;nya dalam Addendum inj d isebut sebagai : PIHAK KESATU.

2. CV. INMASH TEINIK

Dalam hal inj diwakili oleh Ny, Hj. INDAH NINGSIH Jabatan Direktur CV. INMASH
- TEHNIK berke }':cliukan di JI. Kaliasin 111/23 Surabaya, selanjutnya dalam Addendum inj -
disebut sebagai : F‘IHAK KEDUA.

it B .
Dengan terlebih dahuly mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

* Menunjuk Surat IP:ts%rjanjiml antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Cv.
INMASH TEH;\{HI( No. : 102 Pj/DIST -JATIM/2004, tangpal 09 Juni 2004 tentang
_Pembacaan Mete f;'ﬁelanggan Area Pelayanan dan Jaringan Jember. o
Berdasarkan hal tcrs'cbut diatas, maka Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan

perubahan / Addendlﬂ:" terhadap pasal — pasal yang ada dalam Surat Perjanjian No. : 102

Pj./DIST-JAT]M/ZZOOg:’ Hengan hasil sebagai berikut : : : :

i
: PASAL 1

JANGKA WAKTU PERJANJIAN N e

———

e

edua belah Pihak Idetuju untuk. memperpanjang. | jangka waktu perjanjian’ pekerjaan”. | T
Pembacaan meter- pclﬁi"'ggai;;. sémpai‘-dcrigan'tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahiin
dua ribu lima i.!‘_ ‘ e ¥,

"
adnenes

i . PASAL2
IP]BALAN JASA DAN CARA PEMBAYARAN
o

perubahan sebagai berilut :

; |
Pasal 6 ayat 1 tcrdarl)!ﬂ

Semula : PIHAK Kti_SATU memberikan imbalan Jasa kepada “PIHAK KEDUA untuk .
melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ] Surat Perjanjian ini sebesar '
Rp. 1.200,- (seribu d;{é' ratus rupiah)/pclangganf!_aulan, belum termasuk PPN. Harga tersebut
merupakan fixed priﬁ';ﬁ yang tidak berubah selama Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
kecuali diadakan Addg; Tum/Amnndemcn. ;

s BTN e
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—de.

Dirubah menjadi

A
z !EIHAK KESATU' memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA
““urituk melaksanakas.

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Syrat Perjanjian ini

sebesar Rp. 1.250,- g* eribu dua ratus lima puluh rupiah)/pelanggan/bulan, belum termasuk

PPN. Harga tersebjs
pelaksanaan pekcl}'T

merupakan fixed price yang tidak berubah selama jangka waktu
'Pkccﬁali diadakan Addendum/Amandemen. : : t
wiend by o : .

i MNGE, NG L B

1

PASAL3

| .
JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

;‘
l

Pasal 7 ayat 1 tcrdaﬁat perubahan sebagai berikut ;
: .

Semula : PITHAK K];-IQUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanan berupa performance bond
sebesar Rp. 562.000.000 ( lima ratus enam puluh dua juta rupiah) yang mempunyai masa
* berlaku sekurang-ku 'éltlgnyg delapan bulan atau dari tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu
empat sampai dengan i_rianggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat. e

performance bond

!

Dirubah menjadi HF:IHAK KEDUA waj‘ib"mcnycrahkan Jaminan pelaksanan berupa

s¢besar Rp. 615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) yang

mempunyai masa be“lgku sekurang-kurangnya dua belas bulan ditambah tiga puluh hari atay
dari tanggal satu bulzﬂ- Januari tahun dua ribu lima sampai dengan tanggal tiga pulyh saty
bulan Januari tahun dyjz ribu enam, -

Pasal 12 ayat 1 terdy

Semula : Apabila h
maka kepada PIHAK
~ pembayaran pada bul

Dirubah menjadi :

tidak dapat dipros

Al
fify

_ . PASAL4
il SANKSI DAN DENDA

at perubahan sebagai berikut :

| :
21 pembacaan meter kurang dari jumlah pelanggan yang ditentukan

:"*EDUA akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai
ﬁ bersangkutan. ;

A Eéybila karena sesuatu hal, pelaksanaan pembacaan meter mengakibatkan

e¢snya pembuatan rekening- listrik (antara lain karena tidak adanya’ atau
kacaunya data pcmbgléfaan meter), maka kepada PIHAK KEDUA diwajibkan mernbayar
‘denda ‘sebesar dua ka r' Harga Jasa Borongan tetap per pelanggan (tidak termasuk PPN) kali
jumlah pelanggan yang terkait pada bulan berjalan dan apabila Jjumlah pelanggan yang tidak
terproses pembuatan re ening' listriknya lebih beésar dari 10 % (tidak termasuk pelanggan
| yang tidak dapat dibaca karena rumalh terkunci-kosong, rumal terkunci-isi dan alamat

tidak ketemu) dari jup}'lah pelanggan yang dibaca maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan

denda sebesar 5 % darj iTotal Harga Jasa Borongan (tidak termasuk PPN).

} Pasal 12 ayat 7 tcrdnil

= “ Pagsal 12 ayat 7(!:'('

1

Kepada Pihak Kedua T"ll)crikan waktu toleransi selama 2 kali masa pembacaan meter terhadap
para pelanggan yang..i_t'dakqdapat dibaca karena rumah terkunci, bila toleransi tersebut
dilampaui maka kepadal Pihdgk Kedua tidak diberikan imbalan jasa pembacaan meter untuk .

sejumlah pelanggan Y

=5S8O —

tidak berhasil karena rumah terkunci,

At perubahan sebagai berikut :

[ akqn.
i
]

I
)
]
i
{
]

M
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~ dan ditanda ta)
tersebut 'diatasaq

s it

L Scmua k{

! PASAL 5
LAIN - LAIN

:qntuan dalam pasal - pasal lainnya dari Surat Perjanjian ~no.

- 102Pj/DISTfJAT]M/2004, sepanjang tidak beribah dalam Addendum ini dinyatakan tetap

| berlaku. -

2. Addendu

Demikian Ad

.
1

|t

Lr

Jni merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari
japjjan No. : 102Pj/DIST-JATIM/2004 dan mengikat Kedua belah Pihak.

PASAL 6
PENUTUP

qqndum atas Surat Perjanjian No. : 102 Pj/061/DIST-JATIM/2004 ini dibuat

ani oleh kedua belah pikak di Surabaya pada tanggal, bulan dan tahun
g ﬁlarn rangkap 2 (dua), dengan materai secukupnya yang mempunyai kekuatan
* hukum yang saﬂja. .

Masing — masing

;

THAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CV..INMASH TEHNIK

Ay

Pihak mendapat 1 (safu) Addendum bermaterai,

PT. PLN (PERSERO)
ISTRIBUSI JAWA TIMUR

~

- 7/orx
o2
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Lampiran <

BASIS SARBUMUSI CV .INMASH TERNIK JEMBER

SERIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA
(FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)
AEMBER SAWA TIMUR

Sekret : 9 Teratai 11 No.27 Telp. (0331) 487280 Jember

Jember, 22 Desember 2004

Nomor* : 02/B/INTEHK/X11/2004 Kepada:

Sifat : Penting Yth. Pimpinan CV.Inmash Tehnik Jember
Lampiran : 1 (satu )lembar J1. Teratai 11 Nomor 27 Jember

Perihal : Pemberitahuan Basis DiJember

CV. Inmash Tehnik

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat
Berdasarkan pada :

| Ratifikasi konvensi ILO Nomor : 87 tahun 1948 tentang Kcbebasan Berserikat dan
Perlindungan' Hak untuk Berorganisasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 83 tahun 1998

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh

Dengan ini memberitahukan bahwa di CV. Inmash Tehnik Jember sudah terbentuk Basis Sarbumusi
Jember sesuai dengan tanda bukti Pencatatan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Nomor :
568/120/SB/436.322/X11/2004 tertanggal 16 Desember 2004 (terlampir).

Sehingga untuk kedepan akan dilakukan pembinaan bersama baik mengenai Hak dan Kewajiban

hingga pada peningkatan etos kerja anggota kami yang pada akhirnya akan terjadi keseimbangan

yang harmoni, perusahaan semakin maju demikian juga terjadi peningkatan kesejahteraan para
-—karyawannya.

-~Pemikian pemberitahuan ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikah terima kasih.

¢

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Hormat kami

Dengurus Basis Sarbumusi CV. Inmash Tchnik Jember -

SUTIKNO . BAHRUL ULL
Ketua Basis ; Sekretaris

" “Tembusan : 1. Bupati Jember
2. Ka. Disnaker Jember
3. Ketua PC NU Jember
4, DPC Sarbumusi Jember
5. Pimpinan PLN Cab.Jember
b THE 6. Arsip

e -
.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMRBER

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Kartini No. 2 Telp. - Fax. { 0331 ) 486177
JEMBER (68137)

L

TANDA BUKTI PENCATATAN

Berdasarkan ‘Pasal 2 ayat (1) Ksebutusan Menteri Tenaga Kega dan
Transmigrasi Nomor Kep. 16/Men/2001 tanggal 15 Peoruar 2001 tentang Tata
Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh | felah diterima pemberitatan
peribentukan / pencatatan kembali Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang bernama
BASIS CV. INMASH TEHNIK yang beralamat di Jalan Teratai II Nomor 27
Tember dengan Surat No. 01/A/SBMI/XI1/21004 Tangyal 01 Desember 2004,

Kelengkapan persyaratan sesuai  Pasal 2 ayat (2) Keputusan Mcﬁteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/Me1w/2001 telah terpenuhi dan
telah kami catat dengan nomor bukti pencatatan $68/120/SB/436.322/X11/2004

tanggal 16 Desember 2004.

Jember, 16 Désember 2004

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

/,g?‘ﬁ: ‘mg\m MIGRASI Q,

1\, b7 .
\’ e A
; - Diy RIN, MM |

NIP. 510 102 687

>
e
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* INMASH TEHNIX

MACHANICAL & ELECTRICAL INSTALLATION WORKS

Kantor : JI. Kaliasin 111 / 23 Telp. (031) 5472719 Surabaya

F

Surabaya, 07 Februari 2005
Nomor 2379/ 1T /1172005 Kepad Yih :
Lampiran  :- Pimpinan P7". PLN ( Persero )
Perihal : Pemberitahuan Distribusi Jawa Tirur
JI. Embong Trengguli 19 - 21
Surabaya
Dengan hormat, 5

‘Berdasarkan surat yang dr ‘tujukan kepada lepmar} PT PLN ( Persero ) Distribusi Jawa

"Timur

di Surabaya tanggal 19 Januari 2005 Perihal Permasalahan Ketenaga Kerjaan PT,

PLN dan Karyawan Kontrak di CV. INMASH TEHNIK JI. Teratai (/27 Jember.
Pengirim mengatas namakan Pengurus Basis SARBUMUS! CV. INMASH TEHNIK

" “Jember, bersama ini di sampaikan kepada seluruh Jajaran terkait bahwa Organisasi

Serikat Buruh Muslimin Indonesia yang mengatas namakan Sarikat Buruh yang ada di
CV. INMASH TEHNIK tidak pernah ada pada perusahaan kami,

Kami selaku Pimpinan tidak pemah Mendelegasikan kepada smpapun dalam pendirian
Basis SARBUMUSI yang ada di CV. INMASH TEHNIK yang herkantor di JI. Teratai
11727 Jember.

Demiki

1an surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang di berikan di

ucapkan terima kasih.

- -Mengetahui
Direktur Site Manager
Ny. IDABNINGSIH - HARSONO. A

—————

-

TembBusan :

S e 0 b

Bupati Jember |

Pimpinan PT. PLN Cabang Jember
Ketua Koperasi Bakti Elektrika Jember
Ka Disnakertrans Jember

DPC SARBUMUSI Jember A
Seluruh Anggota] Basls SARBUMUSI CV. INMASH TEHNIK it
MediaMassa 'V, :

TR
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LEwAN PIMPINAN CABANG
SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONES!IA
(FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)

JEMBER - JAWA TIMUR
Sekret : Jalan Bangka Il No. 7 Jember Telp. (0331) 338957

.. Jember, 17 Februari 2005

o e o D Ll

Nomor : 043/A.1/Adv/DPC.JR/1I/04 Kepada Yih :
Sifat :PENTING, Direktur CV. INMASH TEHNIK
Lompiran  : 1 (satu) lembar JI. Kallasin 1i1/23

Perihal : PEMBERITAHUAN UU.21 TH.2000 Surabaya

Assalamu'alaikum War. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami berkenan memberitahukan sekaligus melakukan koreksi atas
pemyataan saudara pada surat saudara bernomor 379/1T/11/2005 tertanggal 07
Februari 2005 perihal pemberitahuan, dimana‘sebelumnya kami juga  telah
menerma surat tembusan dari karyawan saudara di CV. Inmash Tehnik Jember
dengan nomor 004/A.1/BS.INJR/I/O5 tertanggal 19 Januari 2005 tentang
Permasalahan Ketenaga kerjaan PT.PLN & karyawan Kontrak di CV. Inmash Tehnik.

Kami melihat bahwasanya saudara dalam menyikapi surat dari karyawan di
Jember tersebut terlalu gegabah dan terkesan cukup emosional sehingga secara
jelos dan atrakiif sekali menolak atau tidak mengakui keberadaan Basis SARBUMUSI
CV. INMASH TEHNIX Jember dengan demikien scudara telah mengabaikan
ketentuan Kemerdekaan Berserikat yang termaktub dalam UUD 1945 sekaligus
mengabaikan ketentuan yang berlaku pada UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja / Serikat Buruh.

Perlu kami sampaikan disini beberapa hal terkait dengan keberadaan Basis
Sarbumusi di CV. INMASH Jember :

I. Baohwasanya untuk pendirian svatu sarikat pekeria / buruh di suaty
perusahaan tidaklah perlu untuk “meminta ifin" ataupun “delegasi” dari pihak
perusahaan  akan tetapi pendirian . sarikat buruh  tersebut cukup -
memberitahukan secara tertulis kepada Disnakertrans setempat untuk dicatat

- 7 (lihat pasal 18 (1) UU. 21 Th 2000) dan pihak karyawan telah melakukannya
' dengan terbukti diterbitkannya nomor bukti pencatatan daod Disnakertrans
. Jember (terlampir)

2. Basis Sarbumusi juga telch memberichukan secara tertulis kepada pihak CV.

Inmash Jember sebagaimana ketentuan pada pasal 23 UU. 21 Th 2005.

3. Keberadaan Basis SARBUMUSI pada hakikinya adalah “mitra kerja" bukanlah
“lawan kerja" yang merupakan syarat untuk memperjuangkan, melindungi
- dan membela kepentingan dan kesejahteraan buruh beserta keluarganya,
serfta  mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,dinamis serta
-~ berkeadilan dan ity merupakan HAK setfigp orang/buruh sebagaimana
ketentuan UUD 1945 serfa pasal 104 UU,13 Tahun 2003. i

4. Pasal 28 UU.21 Th ;2000 ; Siapapun dila"rd'x;g-menghalang-holangl atau
memaksa (apalagi , menolak 1) pekerja/buruh membentuk/tidak, mejadi,

’ ﬁ f
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menjalankan keglatan serikat buruh. Apabila ada pihak yang
3 menghalangl/memckso akan dikenai sanksi pidanc 1 - 5 fahun dan actau
administratif sebesar 100 juta - 500 juta (lihat pasal 43 ¥1).21 Th 2000)

5. Jauh sebelum Basis menginm surat terlebin dahulu mereka telah mencoba
berkali kali melakukan koordinasi baik kepada pihak Koperasi Bhakti Elekirika
Jember maupun pihak pimpinan cV. Inmash Jember atas berbagai masalah
- ydng berkaitan dengan hak-hak mereka, upaya unfuk koordinasi berakhir

buntu setelah pihak pimpinan CV. Inmash Tehnik Jember menyatakan “tidak
.mavu bertemu dan berbicara mengenai hak dan kewajiban Tenagd Kerja " '

4. Dikarenakan pada point (4) guna menghindarkan terjadinya hal-hal yang
fidak dinginkan mereka melakukan ekskalasi ke pihak PT. PLN (Persero)
Distribusi Jatim.

‘_ sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas karni berkenan memberikan
pendapat atau alternatif solusi sebagai berkut :

a. Mempelajar, memahami kembali UUD 1945 serta UU 21 Tahun 2000 tentang
sarikat Pekerja/Buryh dan melaksanakannya.

b. Mempelajar, rnemahami UU 13 Tahun 2003 fentang Sarikat pekerja/Buruh dan
_r'neloksonokcnnya.

| C. Sesegera mungk_lh untuk mengakui keberadaan Basis SARBUMUSI CV. INMASH

TEHNIK JEMBER secara TERTULIS dan TERBUKA, karena saudara telah terbukfi
telah melakukan pelecehan sekaligus pelanggaran UU dan Hak Asasi
- = Manusia, bahwasanyd keberadaan SARBUMUSI merupakan Badan Otonom
Nahdlatul Ulama yang telah diakui secara SAH secara Nasional dan
terorganisir sejak tingkat Kabupaten - Propinsi — Pusat. i

d. Melakukan komunikasi akfif dan positif dengan karyawan di CV..Inmash
Tehnik Jember untuk mengetchui secara persis apa yang menjadi
permasalahan untuk dilakukan penyelesaian secara internal yang kondusif.

" e. Hilangkan buruk sangka apalagi findakan yang mengarah arogansi dan

infimidasi, karena pada hakekatnya kita diwajibkan untuk menjaga
kepenfingan semua pihak. . .

" f. Khususnya pada point (c).apabila fidak dilakukan oleh Direktur CV. Inmash

Tehnik dalam kurun waktu 15 hari sejak surat dibuat kami secara resmi akan :
membawa@ kasus “penolakan serikaf” keproses hukum lebih lanjut.

g. Untuk point (d) kami persedia untuk melakukan konseling sekalligus sebagai

jembatan penyelesaian permasalahan dengan catatan point {c) telah
dilaksanakan.
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Demikian surat kami buat dengan harapan semua permcgolohon yor.wgc:do bisa
terselesaikan secara kondusif Jdan berkeadilan, atas perhation dan kerja samanya
disampaikan terima kasih.

iWcs"so‘lcmu'oloikum War. Wb

?Hormoi kami

_

H
' Ketug Umum

Surat'yang sama kami scmpoikon puld kepada YTH :

MENAKERTRANS di Jakarta
DPP SARBUMUSI di Jakarta
Gubernur Jatim di Surabaya
DPW SARBUMUSI di Surabaya
PW NU Jatim di Surabaya ‘
DISNAKERTRANS Prop. Jatim di Surabaya
PT. PLN (persero) Distibusi Jatim di Surabaya
PT. PLN Cabang Jember
| . Bupati Jember
e T 10. Kapolres Jember di Jember °
i 11. Kajari Jember di Jember
12. Disnakertrans Jember di Jember
F 13. DPRD Jember cq Komisi E
; 14.PC NU Jember di Jember : il i - #
| 15.Manager CV. Inmash Tehnik Jember
: 18.Basis SARBUMUSI CV. Inmash Tehnik Jembar
17.Media Massa ;
18. Anggota Sarbumusi se Kab. Jember

el et E L

'
|
I.
!
[
I
|
!
|
'
|
I

~0
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ciV. T 5 H
¢ INMHASH TEHNIH
; MACHANICAL & ELECTRICAL INSTALLATION WORKS
Kantor : JI. Kaliasin 111 / 23 Telp. (031) 5472719 Surabaya

Surabaya, 28 Februari 2005
* Nomor :407/1T / 11/ 2005 Kepad Yth:
Lampiran ‘- Pimpinan PT. PLN ( Persero )
Perihal : Pemberitahuan Distribusi-Jawa Timur
JI. Embong Trengguli 19 - 21
Surabaya

Dengan ho}mat

Berdasarkan surat kami tanggal 07 Februari 2005 Nomor : 379 / IT / II / 2005 yang
ditujukan kepada pimpinan PT. PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Timur Perihal
Permasalahan Ketenaga Kerjaan PT. PLN dan Karyawan CV. INMASH TEHNIK.
Mengingat perihal permasalahan tersebut di atas sangat penting dan mendesak maka
pihak CV. INMASH TEHNIK sebagai Pengelola Tenaga Kerja mengadakan Pertemuan
denpan pihak Pengurus DPC SARBUMUSI Jember yang telah di selenggarakan pada
hari Kamis tanggal 24 Februari 2005 di Jember.

Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Pihak dari CV. INMASH
TEHNIK JI. Teratai II / 27 Jember menyatakan bahwa Keberadaan Basis SARBUMUSI
yang ada di Perusahaan kami CV. INMASH TEHNIK adalah telah kami setujui
keberadaannya.

Demikian surat Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas Perhatian yang di berikan

disampaikan banyak terima kasih. [ iy

Mengetahui g SF,
Dxrcktur a;p — “ - Site Manager

P o

Ny. INDAHNINGSIH HARSONO. A

Tembusan :

Bupati Jember

Pimpinan PT. PLN Cabang Jember

Ketua Koperasi Bakti Elektrika Jember

Ka Disnakertrans Jembet

DPC SARBUMUSI Jember

Seluruh Anggota Basis SARBUMUSI CV. INMASH TEHNIK
Media Massa

el S e P LG ) e
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BASIS SARBUMUSI

CV. INMASH TEHNIKJEMBER

Sekretariat : JIn. Teratai [l No. 27 Jember

Jember, 19 Jdnucri 2005'

. Nomor : 004 /A.1/BS.INJR/I/05 ' Kepada Yih :
Sifat PENTING PT. PLN (persero)
Lompiran - DISTRIBUSI JAWA TIMUR
. Perihal : PERMASALAHAN KETENAGA Jin. Embong Trengguli
: KERJAAN PT. PLN & karyawan Surabaya !/

KONTRAK Di CV. INMASH TEHNIK

Assalamu’alaikum War. Wb

Dengan hormat, :
Kami adalah karyawan eks Koperasi Bakti Elektrika Jember yang di alihkan ke CV.
Inmash Tehnik Jember, dengan jenis pekerjaan kami selama ini adalah sebagai
pencatat meter :
Perlu kiranya kami menyampaikan beberapa hal mengenai  permasalahan
ketenaga kerjoan khususnya yang menyangkut Hak - Hak Normafif kami
sebagaimana  diatur dalom UU. 13 Tahun 2003, kami teloh mencoba untuk
mempertanyakan hak-hak kami tersebut kepada pihak Koperasi dan manager CV.
Inmash Tehnik akan tetapi mereka cenderung untuk menghindar, bahkan akhir-
i akhir ini ada kesan ancaman PHK terhadap kami,
. Adapun beberapa permasalahan hak-hak normatif tersebut antara lain :

I. Pemberian THR 2004 tidak sesuai dengan ketentuan, hanya berkisar antara
Rp102.000.- per orang. sesuai ketentuon UU sehorusnya 1 (satu) kali Upoh
sebulan. ' L

- 2. CV Inmash Tehnik tidak bersedia mengakui masa kerja kami yang teleh
mencapai belosan tahun selama bekerja di Koperasi, ielas hal ini sangat
merugikan kami, karena hak aofas pesangon dan penghargaan masa kerja

. kami dihilangkan secara sepihak dengan cara dibawah norma hukum. .

3. Mengacu pada UU. 13 Thn 2003 khususnya pada pasal 52, 54 (2) mengenai
Hubungan Kerja - perjanjian kerja, kami memandang perjanjian kerja yang
ada saat ini tidak selaras dengan UU tersebut. :

4. Pekefjoan pencatat meter listik PLN secara hakiki dapat kami katakan

- bahwa " kami bekerja untuk PLN dan dipekerjakan oleh PLN " akan tetapi

--selama ini kami diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut

dapat dilihat dari rendahnya pendapatan dan kesejohteraan yang kami
terima. 3 ; . i

5. Pada UU 13 Tahun 2003 pasal 59 (1), (2) fenfcﬁg perianjian kerja untuk waktu

; tertentu yang diberlakukan pada kami, defgan melihat jenis, sifat dan waktu

: pada pekerjaan “pencatat mefter” adaloh bersifat ferus menerus/tetap dan
| olomatis tidak bisa diikat dengan status kerja KONTRAK.

6. Mengingat hubungan pekerjaan antara PT. PLN (persero) dengan CV. Inmash

Tehnik adalah ‘penyerahan pelaksanoan pekerjaan (Qut sourching), sesuai

point 3 diatas, maka seharusnya jenis pekerjaan pencatat meter TIDAK BISA di

A

Vntuk Perjuangan Rauns Buunih Kamé rida
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Ovutsourching kon karena bertentangan dengan UU. 13 Thn 2003 pasal 65 (2)
don harus menerima konsekuensi hukum sesuai pasal 85 (8) yaitu status
hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan
beralih menjadi “hubungan kerja pekerja/burun dengan perusahaan

. .pemberi pekerjaan”. , :

7. Sebogaimana pada pasal 66 UU. 13 tahun 2003, CV. Inmash dalam
melaksanakan pekerjaannya TIDAK memiliki izin tequlis dari Disnakertrans,
serfa perjanjian kerja yang ada juga TIDAK sepengefahuvan pihak
Disnakertfrans. -

Sehubungan dengan adanya bebérapa permasalahan tersebut diatas apabila
tidak sesegera mungkin dilakukan perbaikan dan perubaihan sistem sama halnya
PT. PLN (persero) sengaja menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa
mempengaruhi proses kerjanya.

. Unfuk selanjutnya pada kesempatan pertama kami harap pada semua pihék

terkait untuk bersedia duduk dalam satu meja guna mencar alternatif solusi terbaik
bagi semuanya, namun apabila hal tersebut masih belum bisa menemukan jalan
keluor yang baik, kami menyarankan untuk selanjuinya kil menyverahkan solusinyc
pada dinas atau instansi yang berwenang.

Oemikian surat kami, atas perhatiandan kerja samanya disampaikan terima kasih.
Semoga Allah SWT memberikon kesabaraon pade kita semuao.

Wassalamu'alaikum War. Wb ..
Hormat kami
Pengurus Basis SARBUMUSI

CV. INMASH TEHNIK JEMBER,.

A .
" . + ’
Lo TH el ey

JE - .:?
\/%:’ﬁ_é‘;» —
7 ST e

4

SUTIKNO BAHRUL ULU
Ketua Sekretaris

Surat yang sama  kami sampaikan pula kepada YTH :
Bupati Jember

Pimpinan PT. PLN Cabang Jember

Ketua Koperosi Bakti Elekirika Jember

Direktur CV. hmash Tehnik

Manager CV. Inmash Tehnik Jember
KaDisnakertrans Jember

DPC SARBUMUSI Jember

Saluruh Anggota Basis Sarbumusi CV. Inmash
Media Massa '

SO TS T A% G

Untuh Perjuangan Kaum Suwrek Zame Aida
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SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : IT)J-G003 /SDM/IBR/11/2005

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Pebruari tahun Dua Ribu lima ( 01-02-2005 )
yang bertanda tangan dibawah ini

Nama ' : Ny. Hj. Indahningsih
Jabatan : Direktur PT. INMASH TEHNIK
Alamat : JI. Teratai II No. 27 Jember A .

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT. INMASH TEHNIK,
selanjutnya disebut Pihak I ( PERTAMA ).

* Mama : Harmono

Jenis Kelamin : Pria

Tempat / Tanggal lahir : Jember, 27 Juli 1964
Status : Kawin

Alamat : Tegalsari - Ambulu

Dalam Perjanjian Kerja"ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya
disebut sebagai Pihak II ( KEDUA ).

~‘Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sebagaimana
_ diatur dalam pasal - paSal sebagai berikut

Pasal 1
Ruang Lingkup

a) Pihak I ( PERTAMA ) memberikan pekerjaan kepada Pihak II ( KEDUA ) sebagai
petugas pencatat meter di wilayah kerja PT. PLN ( Persero ) Unit Pelayanan dan
Jaringan Ambulu

b) Pihak II ( KEDUA ) menyetujui dan menerima pekerjaan dari Pihak I (PERTAMA)
dengan penuh tanggung jawab '

¢) Pihak II ( KEDUA ) mulai bekerja tanggal 2 Agustus 2004 dan telah mempunyai
masa kerja 4 tahun dari Pihak Pengelola / Koperasi sebelumnya.

q') Status Saudara adalah éebagai Tenaga Kerja Waktu Tertentu untuk jangka waktu
10 (sepuluh) bulan terhituhg mulai tanggal 1 Pebruari 2005 sampai dengan 31
Desember 2005 '

e Pasal 2

Bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Pihak I (PERTAMA) kepada Pihak II (KEDUA)
adalah pekerjaan yang sifatnya tidak tetap dan tergantung dengan kontrak antara
Pihak I (PERTAMA) dengan Pihak PLN Distribusi Jawa Timur. '
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Pasal 3
Pengupahan

Pihak 1 ( PERTAMA ) memberikan upah dan tunjangan kepada Pihak II ( KEDUA )
sebagai berikut: ‘

a) Upah Pokok sRp. 318,750;,- ~ p N,
Tunjangan Tetap - :Rp. 106,250,- L/.’lf OOC'
Premi Prestasi :Rp. 20,000,-

~ Uang makan :Rp. 93,750,-

Uang transportasi :Rp. 82,500,

Tunjangan Keakurasian :Rp. 100,000,-

Jumlah yRps 721,250;-

-b) Untuk premi keakurasian akan dipotong sebesar Rp. 25.000,- apabila Pihak II
(KEDUA) melakukan kesalahan yang berakibat pelanggan dirugikan
Pasal 4
Hak dan Kewajibén

1. Hak dan Kewaiiban Pihak I ( PERTAMA )

a) Bahwa Pihak I (PERTAMA) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada
Pihak II (KEDUA) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati
dengan memperhatikan norma - norma kerja yang berlaku

b) Pihak I (PERTAMA) berkewajiban untuk membayar upah sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati

c) Pihak I (PERTAMA) berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pihak
II (KEDUA) atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja

d) Bahwa Pihak I (PERTAMA) memberikan pakaian seragam kerja kepada
Pihak II (KEDUA) untuk kelengkapan tugasnya y

2. Hak dan Kewajiban Pihak II (KEDUA)

a) Bahwa Pihak II (KEDUA) berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan
yang diberikan oleh Pihak I (PERTAMA) dengan sebalk - baiknya dan
memperhatikan peraturan tata tertib'y'ang ‘dibuat oleh Pihak;I (PERTAMA)
serta mentaafi berund'ang - undangan Ketenagakerjaan yang berlaku

b) Bahwa I'Dihak II (KEDL.!A) berhak atas upah dan tunjangan lain yang telah
sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati

¢) Bahwa Pihak II (KEDUA) mentaati mematuhi perintah Pihak I (PERTAMA)
dan peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan, sebagai pedoman

tingkah laku dan kode etik didalam dan diluar perusahaan

d) Bahwa Pihak II (KEDUA) berkewajiban menjunjung tinggi kehormatan dan
tetap memegar{g teguh rahasia perusahaan

é)’ Bahwa Pihak II (KEDUA) mempunyai loyaiitas yang tinggi terhadap
perusahaan '
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Pasal 5
Tata tertib Karyawan
1. Karyawan wajib masuk kerja dengan waktu / jam yang telah ditentukan dan
diatur didalam peraturan perusahaan
2. Karyawan wajib melaksanakan perintah pimpinan, sesuai dengan norma yang
berlaku sesuai Undang - Undang Ketenagakerjaan
3. Bagi karyawan yang berhalangan tidak masuk kerja ( karena sakit atau
kepentingan yang tidak dapat ditiﬁggalka:n, ) wajib memberitahukan secara
tertulis kepada pimpinan atau seijin pimpi'ri"'an
. 4. Selama masih dalam hubungan kerja dengan Pihak 1 (PERTAMA) , Pihak II
(KEDUA) wajib melaksanakan ketentuan - ketentuan vang tercantum dalarmh
tata tertib di perusahaan '
- 5. Pihak II (KEDUA) dilarang dengan cara apapun langsung maupun tidak
langsung membocorkan dan merugikan perusahaan
6. Semua tindakan akibat pelanggaran disiplin akan diambil terhadap Pihak II
(KEDUA) yang telah melanggar tata tertib perusahaan. Tindakan pelanggaran
yang dilakukan dalam bentuk tegurén, surat peringatan, skorsing, dan juga
pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
undang - undang ketenagakerjaan yang berlaku
7. Karyawan yang tidak masuk kerja selama 5 ( lima ) hari berturut - turut
tanpa keterangan yang sah dan telah dipanggil sebanyax 2 ( dua ) kali tidak
ada tanggapan dianggap mengundurkan diri
8. Karyawan dilarang menerima hadiah / sesuatu pember:an berupa apa saja
dari siapapun juga yang diketahui / patut dapat diduga bahwa pemberian itu
bersangkutan dengan pelaksanaan tugas
‘9. Karyawan dilarang melakukan pungutan diluar ketentuan, berupa apapun jyga
dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan / pihak
lain
Pasal 6
Pemutusan Hubungan Kerja
Hubungan kerja menurut perjanjian kerja ini dapat diputuskan apabila hal ) hal
sebagai berikut : = . . ¥ > 1 ;
"a) Pihak II (KEDUA) mengundurkan dtrI secara tertulis atas kemauan sendiri
b) Pihak II (KEDUA):meninggal dunia
.C) Pihak I (PERTAMA) tidak menerima order dari PT. PLN (Persero) Distribusi
Jawa Timur ' A |
d) Pihak I (PERTAMA) akan melimpahkan Pihak 11 (KEDUA) ke péngelo[a baru
yang ditunjuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
‘@) Pihak II (KEDUA) melakukan kesalahan berat yang berakibat merugikan
perusahaan

J_—A{
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Pasal 7
Fasilitas Kesejahteraan

1. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan 1 (satu) tzhun sekali kepada Saudara
dengan ketentuan sebagal berikut :
- Masa kerja 12 (dua telas) bulan secara terus - menerus atau lebih,
THR diberikan 1 (satu) bulan Upah Pokok + Tunganaon k‘hP
- Masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan besarnya diberikan
secara proporsional dengan rumus :
Masa Kerja x Upah Pokok 4 fungaeneor; {'HT‘P
12
-  THR diberikan 10 hari sebelum Hari Raya Keagamaan
2. Pihak II (KEDUA) mendapatkan jaminan sosial tenzga kerja yang meliputi :
a) Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK )
b) Jaminan Kematian ( JK )
¢) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK )
d) Jaminan Hari Tua ( JHT)
( Untuk JHT Pihak II (KEDUA) akan dikenakan potongan sebesar
2 (dua) % setiap bulan ) '

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
1. Segala permasalahan yang timbul selama masa berlakunya perjanjian kerja ini
* akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah / Bipartite

2. Apabila permasalahan yang timbul selama berlakunya perjanjian kerja ini
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui
Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan sesual dengan peraturen
ketenagakerjaan yang berlaku

Pasal 9
Sanksi

1. Pihak II (KEDUA) menyatakan mengikatkan diri untuk tunduk terhadap
peraturan perundang - undangan yang berlaku dan apabila Pihak II (KEDUA)
melanggar perjanjian kerja yang ditandatangani dapat dikenakan sanksi PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja ) :

2. Pihak II (KEDUA) terbukti melakukan pelanggaran hukum /. b_érbuat kriminal
dan tidak mentaati peraturan perHsah_aan perjanjian kez;ja' bersama dan
merugikan Pihak I (PERTAMA) mengakibatkan kerusakan atau kehilangan
inventaris perusahaan maka Pihak I (PERTAMA) dapat memberikan sanksi
wajib mengganti kerugian menurut ketentuan darl Pihak I (PERTAMA)

4
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Pasal 10
Penutup

Perjanjian kerja ini.dibuat. rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditahdatangani oleh kedua belat
pihak, masing - masing 1 (satu) rangkap disimpan oleh masing - masing pihak.

Hal - hal yang belum diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu ini

~ tetap berpedoman pada peréturan perundang - undangan yang yang berlaku
Dengan perjanjian kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari

pihak manapun dan dalam keadaan sadar, sehat baik jasmani maupun rohani untuk
dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestlnya dan menandatangani sebagalmana
persetujuan atas perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA gt PIHAK KEDUA

Ny. Hj. Indahningsih Harmono
Direktur
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il Lampiran 1y
IPE1‘\/1ERH"&”TAILI.l KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA =~ -

JEMBER (68137)

|
ﬂi
Je}iatn Trunojoyo No. 36 Telp. / Fax. (0331) 486177 dan 483259
i
L

A. KODEFIKAS! *)

Sebagalma

i BENTUK LAPORAN Ne 000031
|

a dlmaksud pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1981
tentang
. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

1. Kode Wilayah

l
Lji
{i
L
2. No. Pen
i

qdanaran 3. Tahun: 4. Kode Klui : 5§ Laporanyang ke :
I

PP ] [(Zojola] [PI5ENefo] [013) [To[30]) 12[0}0l4l

il

3. KEADAAN PERUSAHM?:{
. I
1. a. Nama Perusahaan r ks INMASH‘{ EEI'W{IKI
b Aomat Perusahaan | .. Tha.. Bexet am,/ HI1/ 27 Shabir
c. Kode Pos i‘l‘ ............................................................ '
d. No.Telp./Fax 0331747 487280.........
4 i
| .
2. a. Jenis Usaha i | 1. () Peranian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, .
.2 { ) Pertambangan dan Penggalian
|3 { ) Industri Pengolahan
. 4. () Listrik, Gas dan Air
1156. () Bangunan
.’6 ( ) Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serla Hotel.
7. () Angkutan, Penggudangan dan Komunikasl
H?. ( ) Keuangan, asuransi, Usaha Persewaan BRangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
o ; '!'? (+x Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
- [,|0 (i) Kegialan yang belum jelas batasannya
n ', 7
b. Produk Akhir .l 'JEB& Ca’qat wetﬁl" ............ Auscoaiyimarasal
(Barang atau Jasa) i
3.2 Nmadan Alamat ||+ ¢ CV.i INMASH TEENTKC ( J1. ‘Keliasin ,In/zs Sura.baya
Pamilik Perusahaan “: s E{t}-; Indam in gBih . s
%, Mae Gh AR . {' .CV.. INMASH TF}HN\THK{JIL Teapatai II/27 J?m‘ber
Pengurus Perusahaan i
& 1 pmsss; K
il N e o e e T B T
4. a Pend!rlan Paruaahaarfr Tanggal [5G Bulan Tahun °
b. Perpindahan Perusahéi'an e Tanggal Bulan" : Tahun | -
- i LL] oo L] puEEE
c. AlamatLama’  iflf| L5 . Jalteein 192/&2'3 ' ;
: ! | by b
| Sﬂvah@qh od
| :
&) DlisiolehPalugaleSNAKEj‘, ; F s 0 o : L o S
Informas! labih faniut kik htta/ikatioa wah.com & a-mailkallnamhwah rom - R
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; i 2- il
J i 1 LU
/F Status Perusahaan ‘1|l | Pusat Jumlah Cabang di Indonesia
' o 1 ' di Luar Indonesla @ ....eeneennmnsnessen
s ikl : :
- s Cabang
i1 -
6. | Status Pemilikan il'i . _
@ Swasta . 3 Asing, Negara ........ D Yayasan I:l Badan Usaha Lainnya
D Persero : I‘ Perum [:] Koperas|
E] Patungan dengan :I Perusahaan Daerah D Perseorangan
"~ Aslng, Negara ........... : ‘: i :
FRY ‘ ;'; e } S ]
4 : F : '
7. | Status Permodalan - PMDN E:] Swasta Nasional D Joint Venture
‘ : [D PMA . Asal Negara.....................
0
C. KEADAAN KETENAGAKER *AAN
i
1 f" Umum ijj
i -
B
! ; Hubungan Kerja
Tenaga Kerja Kel'o:rl'nPok Umur Jumlah
o Tetap - Tidak tetap
b ; CPUH | CPUBR CPUBL.| CPUH | CPUBR| GPUBL ,
>187Th | 104 104
: > 15 5/d < 18 Th -
Laki-laki o
>15 Thi i
o b v i :
> 18Th' ; y
; (r >15 sqq f 18 Th
B Wanita T
> 15 Th: |
L
. ot
Laki-laki : ;{
1 ! ,I| [
WNA , ;'! ®
Wanita : =
2 il
! = T
ngnil p % ; 104
el -
! Keterangan |
h
PMDN Panana an Modal Dalam Negerl
" PMA Penana %n Modal Aslng
CPUH Cara Penl' ayaran Upah Harlan
CPUBR Cara Pembayaran Upah Borongan
CPUBL Cara Pei'l? ayaran Upah Bulanan : ol
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Waktu Kerja

| [X] 8 Jamvhari dan'

[] 12 Jamhari dqn
ik

D 7 Jamlhari dan 0 }am.’mlnggu

T -
b]amlminggu 2

D 12 Jam/harl se1qma 10 harl lerus menerus

40 ]amlmlnggu

J
s

lpar-Lreey

X
D 12 Jamfhan dan r\4 hari terus menerus
i

i

D Lebih lama dari 7 jam atau 8 jam/hari dan 40 jam/
minggu kurang darl 12 jam per hari

D Kurang alau sama dengan 24 jamlmmggu

D Kurang alau sama dengan 20 jamlminggu

() Ketel Uap
() Bejana Uap.

Motor Listrik

()
()
()
()
()
()

ik

e e o

Instalasi Listrik;
Sarana Prnlek‘sﬂi

Pcnggunaan Alat dai'\
iyl

.| Fesawat Angkat dan

{

|

Bahan ( didalarn kurung ditulis jumlah dengan angka)

Inslalasl Pemadam Kebakaran Jonic

o

enyalur Petir
embangkit Listrik

Penyalﬁr Petir
urbine

=i

Kebakaran

..................................................

()
(WP -
( ) Pesawat Tenaga dan Produksi
()
b3s

: { )Bahan Radio Aklif
( YPerancah
Bejana Tekanan Jenis

~ Bahan Beracun dan Berbahaya
Jenis :

.o

Limbah Produksi l
N H

¢c. Amdal

Tanggal 5

a. Limbah Produksi

b. Instalasi Pengolahl Limbah

d. Sertifikat No. ,:i

|_—_] Padat
D Ada

D Pernah‘Ada

| | Bulan [:D

Tahun

D Cair

[] Tidak Ada .
D Tidak Pernah

D Gas

wEae

Pengupahan

a. Jumlah upah 3

c. Tingkat upah

W

d. Jumlah Pek

b. Tingkat upah

uruh pekerja yang dibayarkan  :

h tétendah BT ot

Penerima UMR™ :

o 42,536,000,
= 409000—7
104 v OTANG (vissiassisnpisieses %)

|
Tunjangan Hari Rar

a Keagamaan : @ 1 Bulan Up’ahq' D >1 Bulan Upah
. ¥ 'l

i 1
Bonus / Grafitasi

[] 1 Bulan Gaji

[}>1Bulan Gaji  [] < 1 Bulan Gaij
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8. | Fasilitas Perusahaan ! 3 ‘ @
1 a. Fasilitas Keselamatan & Ke'sehalan Kerja
[V] Pak I I| '[C] Dokter Pemeriksa (] Paramedis - :
(] Poliklinik ‘ i' [ AnlirPetugas K3 [] Regu Pemadam Kebakaran
b. - Fasilitas Kese|ahteraan|! |
D Koperasl Karyawan ! [ﬁ Sarana lbadah [:] Olahraga dan Kesenlan D TPA
[ unit KB Perusahaan't| [ ] Perumahan Karyawan [] Kantin :
- R . : -
S5 L L e i ‘ i
P LS
I :i:
- I:
Y4

I

Jam:nan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 7 :
i
!

T;anggal (7] sBuen [7] Tahun [T 1717

i : '
b. ‘NomorPendaftaran, : !2 L] I l l I l ! l I

ar  Mulai menjadi peserta i

| . : '
I : TenagaKera [ [ T TFO7]  Kelarga [T T[]

LU I D 1. Jaminan Kecelakaan Kerja

¢. Jumlah Peserta

i
il
i

iy A’ B C

D 2. Jaminan Kemalielm A B & 3
i

e i

D 3. Jaminan Hari Tua, Al B E
H

E] 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan AlB C

."?
fi )
bl

0. | Program Pensiun -

b
I

[ ] oilaksanakan oleh Oan;a Pensiun Pemberi Kerja
ua

D Dilaksanakan oleh Danq enslun Lembaga Keuangan

i

Perangka! Hubungan Indusln

l.
i
i
"
Is

..__._.v__.-o _'_:.__ s

¥ I

) _ | )
- a. Perangkal Hub. Kerja ' PK @ PP? I:I KKB Tgl. Pengesahan Dj D:] D:]:L__] .
i '! Ry PP/ KKB '
b. Perangkat Organisasi iéétenagakerjaan i - ' v

1)
) 'D Bipartit - !

ﬂl'.—‘

-

(Jeewt: " [, omes [0 eame [0 Keteds

i
H . ‘ '
I
!

lerangan : ,

% 1 .‘l‘.\"‘k.\
| il . ¢
i+ Badan Penyelenggara A alah PT. ASTEK - SPTP ' : Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan
.Badan Penyelenggara Aclfe'a ah selain PT, ASTEK . - Org.Pek : Organisas] Pekerja yang ada di Perusahaan
Ditanggung Sendirl . {ifi| ‘ P2K3 i

: Panltia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja :

Apindo : Asosiasi Pengusaha Indonesla

3 Kesepakatan Kerja Bersa
. Perjanjian Kerja *" ’-""IT
~ Peraturan Pemsahaan

ﬁf-
3
:.."”
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“1att
.l\

D

Rencana Pekerja yang
a., Jumlah=..

leutuhk'm Dalam 12 Bulan yang Akan Datang Rencana CTK!
..orang: L“.l. .............. Orang, P:.

... Orang.

yang akan diberangkatkan :

bI Rinclan Rencana Kebuluhcn Pokeda 12 Bulan yang Akan Dalang. L
' Nama Kods ) pendidikan HUBUNGANKERJA
Jabatan Jii . : :
i sD |swp |sMra| 03 | S WNI WNA | PENCA
v ;u-l . s 3 -
i o8 Tetap | Tidak | Tetap | Tidak | Telap Tidak
: d Tetap | Tetap Telaz:‘
i :
o IS '
.......................................... ..Il. _
gl
; il
i
Pekerja 12 Bulan terakhir CTKWang sudah diberangkatkan 12 bulan terakhir :
_a. JumlahPekerja=....... Orang W .. Orang, P ... Orang, W: ....ccenree. Orang.
b. Rinciah keberadaan peker]a dalam 1" bulan terakhir, :
Nama Kode'*) Pendidikan HUBUNGAN KERJA
Jabatan l K
: SD | SMTP | SMTA | D3 S WHI WNA PENCA
| . &
b Tetap | Tidak | Tetap | Tidak | Tetap | Tida
_ 7 is Tetap Tetap Telal
Pencatat. Meter {11 104 104 3
.......................................... T [
3
| i
a. Jurnlah penerlmaan Pekeq selama 12 bulan terakhir : .. Orang.
b. Jumiah Pekerja yang berhenti selama 12 bulan terakhir : ......c.....onen.. Orang. q
1 -1 Program Pelatihan £ ‘ ] 'f";i . i :
a. Program Pelatihan bag Peker]a ] Ada v [ Tdak 3 :
b. Program Pemagangan 'i. : g ] Ada } ] Tidak . £ y
‘ : I
| ¢ Fasilitas Pelatihan i (] Ada [ Tidax |
{} d. Program Peng‘ndoneslﬁén D Ada D Tidak B e ¢ 4
*) Diisi oleh DISNAKER " Tenaga Kerja setempat
PENCA Penyandang Cacat!" "

 Informasi lebih fanjut. hittp7/Kkatiga

e e

e

1
i :
fb.com & e-mall:kaliga@web.com
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;r' : -6-

K.Blur'fl,i?,n =5 o Kode *) ' ' Jumlah Peserta -
il : LY L SRV S

D. "' PENGESAHAN

| Demikian_dibuat me
' . dkmber;.
| )

LN

e glh ‘ _Har

Panguru%?gﬁgwtw 'usahaan

2. ’) a. Telah mendaftar di Dianakcrtrms Jember g Kewajiban mendaflar kembalj :

. b. Nomor Pendaftaran - /"B?/O?/ Of/o?OO Tanggal [ﬁ Bulan @ @ Tahun 0] E]

G Tanggal E@ Bulan .mmﬂ Tahun

]
,.
by

|

2004

-~

i

- ,‘
Catatan: f !
|

!";‘- ¥ I }’Q. s S5 )
; Setlap pendaftaran lIang diwajibkan untuk ‘ ".,“fr gt g:! :
J melampirkan foto copy bentuk waljib lapor \\
: tahun sebelumnya -
Informas! lebih lanjut k I
|
|
|
i
|
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BASIS SARBUMUSI PT. INMASH TEHNIK JEMBER

1 SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA
{ (FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)
JEMBER JAWA TIMUR
Sebnctariat : VL. Toratai Il No.27 Tety. (0331) 457230 Jeonler

~ Nomor : 06/B.IT/VI/2005
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua ) lembar
Perihal : Pemberitahuan Mogok kerja

Kary. PT INMASH TEHNIK Jember

Ll MR

‘Kepada

Yth . Pimpinan PT. INMASH TEHNIK Jember
Jin : Teratai Gang IINo 27 Jember

Di : Jember : ,s W

‘Assalamu’alaikum Wr.Wh.

Dengan hormat

Sehubungan dengan tidak adanya kejelasan tentang hak-hak kami scbagm karyawan Baca Meter

PT PLN Jember yang telah di out courching ( Peralihan ) oleh PT PLN DISTRIBUSI JAWA

TIMUR kepada PT INMASH TEHNIK dan berbagai car5 dan upaya sudah kami 1akuké.n maka

dengan ini kami karyawan Baca Meter PT PLN Cabang Jember memberitahukan kepada

instansi-instansi yang terkait akan melakukan akfivitas !Hogok Kerja mulai hari Senin rahggal 4

Juli 2005 sampai dengan adanyzi kesepakatan antara kami dengan pihak perusahaan .Adapun

dasar-dasarnya sebagai berikut: g :

1. Surat out courchmg ( Peralihan ) tidak Jelas adanya f :

2. Pelaksanakan ouf, courching ( Peralihan ) ka:yawan Baca Meter PT PLN Cqbang,
J kepada PT INMASH TEHNIK sampai saat ini tidak dibenarkan (dlsahkan) oleh
DmKERTRANS Jember.

3. Pelaksanakan out courching ( Peralihan ) bertentangan dengan UU RI tentang

ketenagakerjaan No. 13 Th2003 Khususnya Pasal 59 tentang perjanjian kerja waktu
tertentu dan perjanian kerja waktu tidak tertentu pasal 65 tentang pekerjaan yang bisa di
out courchingkan ( Peralihan) ;
4. PT INMASH TEHNIK telah mengabaikan janji-janjinya yang diucapkah pada pertemuan
pertama diruang sidang PT PLN Cabang Jember antara lain yaitu: :
a. Karyawan Baca Meter akan diakui sebagai karyawan tetap di PT INMASH
TEHNIK. ' :
b. Masa kerja karyawan Baca Meter akan diakui mulai sejak kami bekerja men_]adl
karyawan Baca Meter di PT PLN Cabang Jember. :
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d.

THR thn 2005 diberikan penuh 1 kali gaji scbulan
PT INMASH TEHNIK j Juga mengabaikan Berita Acara Kcsepakatan yang dibuat
antara SARBUMUSI dan PT INMASH TEHNIK tertanggal 24 Februari 2005

~ bertempat di Hotel Rembangan

Tembusan:

SUTIKNO

Demikian alasan- alasan kami sebagai karyawan Baca Meter PT PLN Cabang
Jember untuk melakukan aktivitas Mogok Kerja sampai terselesmkannya
permasalahan dengan harapan supaya ada kescimbangan antara hak dan
kewajiban karyawan dengan perusahaan.

|
Demikian atas perhatiannya kami sampaikanj teriinakasih

Wa&salamu.’aiaikum Wr.Wb.

Jember, 2 Juli 2005

Sekretaris

ot

BAHRUL ULUM

'
es
't \‘\“l:.'

1. Bupati Jember

2. Kapolres Jember

3. Kadisnakertrans Jember-

4.PT. PLN Cabang Jember

5. DPC. Sarbumusi Jember

6. Basns Sarbumusi Se Kab. Jember
l7 Medla masa .

8. Arsip
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BASIS SARBUMUSI PT.INMASH TEHNIK JEMB!:R

SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDUNESIA

ERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS]
EMBER - JAWA TIMUR

Sekretariat : Jn. Terata; 11 No. 27 ._[t?_n_wpe[_ darhey ol

Jember 12 Juli 2005

Nomor - :O07/BIT/VIIOS5 Kepada Yih : , !
Sifat : Penting " Bpk KAPOLRES JEMBER

. Lampiran o ‘ JI. Kartini
Perihal  Ijin/Pemberitahuan Unjuk Rasa Jember

Assaiamu’alaikum Wr. Wb

Dengan hormat

Mengingat berlarut-larutnya proses penyelesaian permasalahan hetenaga kerjaan di PT, INNIASII
Jember serta tindakan wan prestasi dari pihuk perusahaan. Antaia laip

1.Peraturan perusahaan yang bertentangan dengan Ul 13/ Thu ZUOJ
2. Tidak diperlakukan Struktur gaji
3 Status Karyawan yang tidak jelas
Berbagar cara baik sccara lesan maupun tertulis telah kami lakukan kepada semua pibak untuk
mencart solusi terbaik, tewipi tidak pernah digubris oleh pihak perusabizan yang ada justru tindakan
tndakan vang mengarah intimidasi dan provokasi akan di PHEK s Ahingga berdampak parka suasana
Lun menjadi tudak kendusil dan harmonis lag:. w

(iyna mempercepal proses pl., wyelesaian, kami mc,n,ncanak.m untuk melakukan aksi pervampaian

aspirasi secara terbuka, dengan keterangan sebagai berikut ;

Hari, tanggal - Sabtu ,16 juli 2005

Jam - : 07.30 s/d selesai

Peserta : = 50 roda dua, # 2 roda empat, ( £2J0 orang )
Kogrdinator Lapangan : Joko suyitno, Awang supriyadi, M.Kholik, Rojikin,Hasbi
Tujuan : Kantor PT, INMASH TEHNIK Yalan ‘Teratai 1 no 27

menuju Kantor Bupati dan Kantor DI’R.I')

Demikian surat kami buat atas px,rlmmn dan L\,I‘stdl‘ﬂ.m\'.l disampa’ an terima kagih, semoga /\Il.lh
senantiasa meridhol semua langkah dan ibadah kita. Amin g

Wassalamu’alaikum Wr, Wh

Hormat kami i
BASIS INMASH TEHNIRN J=ViDer,

SUTIKNO

Tembusan :1. Bupati Jember
2. PT. Inmash Tehnik
3. PT. PLN (persero) Jember
4, disnakertrans Jember  -*
5. PC. NU Jember 3
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DEWAN PIMPINAN CABANG

SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA
(FEDERATICIN OF INDONESIAN MOSLEM LABOVUR UNICHMS)
jl?:MliL".ll-_If'\\Vﬁ;'l'lMUR . y .

Sekeet : Jalan Bangla I1 No. 7 Jember 38 0331 - 338957

Nomor S 101/A.1/AQV/DPE JR/VINOS Kepado ¥ih:
sifat . PENTING Bapaic I'j. BUPATI JEMBER
Lampiran @ 1 (satu) benae! JI. PB. Sudirman
Perihal - permintaan Banticn Fenvagssiin Jember
Measubuil Retgndaerd Kerjoean di PT.
PN dan PT. IMMASH

Assalamu'alaikum W, Wi

Dengan hormcit,

Berdasarkan adanya permosalahan Hak dan Kewaijiban Kelenogakedaan ¢ s &
PT Inmash Tehnik selaiku raitra kerja PT. PLN(perserc) Jarnlse, kbosusiiys. s
karyawan di bagian Pencatal meter yang tidak kunjuing selosc seiak e i
paoda bulan Januad 2005, sehingga berakibat pada ol “Moact-Kede
dilakukan sejak haii senin fanggai 04 Juli 2005 hingaa inecinick bosr ke £
belum ada itikad baik mauvpun penanganan apapun cleni pihok terkait b«
pihok™ FT. PLN (perserol Jember, PT, Inmash  Tehnil:  mcupun dari o il

—

 DISNAKERTRANS Jember slaku dings tehnis tunggal di bidane: Fetenagakerias

i

Adapun yang menjadi aiasan cilakukan aksi mogok keija iarizout acaiah

1. Pengalihen pekerjoan Pencolat Meter dari Koperaisi s dokli leciico 2e 7
. Inmash Tehnit yony bBerakibat masa kerja para keiyoive Lesimbalt P

. tahun, sertatidek adanys grade upah di PT. Inmicsi: o b ' g

2. Adanya Peraturan Peruschaan PT. inmash yong ledoy Jiscikan o #2h :
Disnakertrans Jember fernyata Bertentangan cienion huiom khusose s
pada pasal 532, dan pasal 110 UU Ketenaga Kerjuan S o Toehiune 20044
Serta adonyc nasolpasal dalam Peraturan Faii Do g M i i -

. . .pihak karyawan secara tornatif '

3. Pelasanaan Qutsorching daii PT. PLN (persero) ke v, Inmasls lehnii e
kontroversial, kurenc UDisnakertrans melalui Peraiv-cn Ferusahaan et
membenarkan/meinperbolehkan”, tetapi fidak maengelucrkan sural resns
dengan alasan pola Outsourching di PT. PLN masify harus dikaji ulang kare s
tidak sesuai dengan pasal 59 tentang Perjanjian Kero dan pasol 64, 5.
tentang Outsourching.

4. Tidak adanya penangcnan positif normatif dari Disnakertrans, karena

- permasalahan telah muncul sejak bulan Januari 2005, setla aksi mogok kerja
telah lebih clari 1 X 24 jom belum ditangani sama sekali

5. Wanpresias: oleh PT. Inmash Tehnik atas kesepakaian tertanggai 24 fabuai

-~ 2005 antara pihok PT Inrnosh Tehnik dan DPC SARBUMUS! Jermber.

Sehubungan dengan pehujadn Fambaca Meter Listrik P00 vewsvpeoakan kel ag

layanan publik yang sanaat mengikat pada layanan dewd PT, PLN itU sendir, 5&+4
bidang ketenagc kerjaar: sudain meniadi kewenangan claearch, rnoka kami nonee
berharap pado bapak untuk berkenan membantu secara akfif baik sebcac
mediasi maupun instruktif peda dinos terkait guna percepoitan proses penyelesaidin, ;

-sebagai informasi ‘cmbahan gerakan aksi mogok keija pard karytwan Pencaic!

G sntud periuangan Faum bl koo i

T SRR el P e .
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Meter Lisirik PLN ini telah rneluas bukan hanya di seluruh kota Jember, juga diiku_ﬁ
oleh kab. Lumajang semeniara yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (persero) don‘Pa.
inmash hanya melakukan provokasi dan ancaman PHK bukan solusi yang bersifcit

kondusif dan harmoni,

" Demikian surat permohonan bainfuan ini dibuat atas perkenan dan perhalianny
disampaikan terima kasih. F :

Wassalamu'alaikum War. Wb

Hormat kami
= SARBUMUSI Jember,

. ISWINARSG, SE
Kefua

Surai yang sama kami sarapaikan pulc: kepada YTH ¢
‘ Kotak Pos 5000
MENAKERTRANS di Jaokarta (fanpa lampiran|
DPP SARBUMUSI di Jakarta (tanpa lampiran)
Gubernur Jatim di Surabayag 7
DPW SARBUMUSI di Surabaya(tanpa lampiran)
PW U Jalim di Surabaya (tanpa lampiron)
DISMAKERTRANS Prop. Jalim di Surabaya(tanpca lampiran)
PT. PLN (persero) Distribusi Jatim di Surabaya
PT. PLN - Cabang Jernber '
10. Kapolres Jember di Jember
11. Disnakertrans Jember di Jember (fanpa lampiran)
12. DPRD Jermnber .
A . 13.PC NU Jernber di Jember
14.PT. Inmash Tehnik Jember _
% 15.Basis SARBUMUSI CV. Inmash Tehnik Jember
. 16.Media Massar
17. Anggoic Sarbumusi se Kab. Jember

1
VENS LA LN~

. TS
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBLER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

aeiiabibenss Chuamieaot oo, ! ¢

Jalan KartiniNo. 02 Telp. / Fax. {0331) 486177

1. Tema Rapat

2. Hari/ Tanggal

3 Tempat

~ 4. Pimpinan Rapat

3. Dasar Rapat

6. Hadir Rapat

1.2 ermasalahan

"8 Perdirian Pekerja/Buruh

9. Pendirian Perusahaan

.

JEMBER

RISALAH HASIL RAPAT -

: Pembahasan masalah ketenagakérjaan di PT.PIN (Persero) J;ember,

Koperasi Bhakti Elektrika Jember dan PT. Inmash Tehnik Jeniber

: Selasa, 26 Juli 2005

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember

JI. Kartini No. 2 Jember

: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember :
: Tindak lanjut rapat heating di DPRD Jember pada tanggal 16 Juli

2005.

. 1. Perwakilan dari Perusahaan Lisirik Negara (PLN) Jember

2. Perwakilan dari Koperasi Bakti Elektrika J\,mber

" 3. Perwakilan dari PT. Inmash Tehnik Jember

4. Basis Sarbumusi PT. Inmash Tehnik Jember
5. DPC. Sarbumusi Jember

: Status Hubungan Kerja Petugas Cater , apakah menjadi wewenang

PT. PLN (Persero) Jember, Koperasi Bakti Elektrika Jember,atau
PT. Inmash Tehnik Jember ?

- 1. Menuntut kejelasan status Hubungan Kerja.

2. Adanya pengakuan masa kerja yang telah dijalankan.
3. Ke_jelasan waktu mulai bekerja bagi pekerja/buruh yang mogok

: PT.P LN (Persero) Jember.

1. Berdasarkan SK. Direksi PT. PIN (Persero) No. 118
a. Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Jember dengan
Koperasi Bhakti Elekirika Jember diputus, dilanjutkan dengan
Perjanjian Kerj asama antara PT. PLN (Pérseg'o) Jember dengan
* PT. Inmash Tehnik Jember. i
 b. Perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Jember - dengan
Koperasi Bhakti Elekrika Jember maupun dengan PT. Inmash

Tehnik Jember adalah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
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2. Pendirian Koperasi Bhakti Elekirika Jember

a Pihak Koperasi mengakui babwa seluuh karyawan yang
direkrut (Petugas Cater) oleh PT. Inmash Tehnik Jember
adalah eks. karyawan Koperasi. |

b. Dengan adanya SK Dereksi PT. PIN (Persero) Nomor 118,
maka seluruh karyawan (Petugas Cater) menngundurkan diri
dari Koperasi Bhakti Elektrika Jember

3. Pendirian PT. Inmash Tehnik Jember. .

a Mengakui bahwa karyawan (petugas cater) adalah eks
karyawan  Koperasi Bhakti Elektrika Jember yang direkrut
oleh PT. Inmash Tehnik Jember dengan system Kontrak Kerja
(KKWT) dengan pertimbangan PT. Inmash Tehnik Jember
mendapat pemborongan pekeorjaan dari PT. PIN ( Persero )
secara kontrak.

b. PT. Inmash Tehnik sanggup mengalihkan status hubungan
kerja antara petugas cater dengan PT lain vang ditunjuk oleh
PT. PLN (Perzero ) jika sewaktu-waktu kontrak kerjasama
antara PT. Inmash Tehnik dengan PT. PIN (Pesesero) diputus
secara sepihak oleh PT. PLN (Persero).

¢. Kejelasan karyawan ( 'Petugas Cater) yang mogok mulai

- bekerja lagi akan dibicarakan dengan Direksi PT. Inmash
Tehnik di Surabaya dengan jaminan dari pihak Sarbumust.
10 PendirianDisnakertrans  :1. Pihak PT. PIN Jember (Persero) menyerahkan perajanjian
' ‘ kerjasama antara PT. PLN (Persero) Jember dengan Koperasi -
Bhakti Elekirika dan Perjanjion Kerjasama antara PT. PLN
: (Persero) Jember dengaﬁ PT. Inmash Tehnik Jember.
I 2. Pihak Koperasi Bhakti Elketrika Jember agar menyerahkan :
' a Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja antara eks karyawan
- dengan Koperasi Bhakti Elekirika Jember. e
~ b. Sirat Pengunduran diri eks karyawan Bhakti Elekirika Jember
3. Pihak PT. Inmash Tehnik Jember menyerahkan :
a Ijin Out Sourcing ( Perusahaon Penyedia Jasa Tenaga Kerja )

b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero)
dengan PT. Inmash Tehnik Jember dari Dinas Tenaga Kerja
o Propinsi Jawa Timur.
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11, Kesimpulan

¢. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT ) antar:
PT. Inmash Teitmik dengan karya\:}\:{an ( Petugas Cater) dar
Dinas Tenaga Kerja di masing-masing Kabupaten / Kot:
(disetiap cabaﬁg. PT Inmash Tehnik ).

: Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Jember akan menindaklanjuti
" pertemuan pada tanggal 26 Juli 2005 dengan pemeriksaan khusus

terhadap PT. PLN (Persero) Jember, Koperasi Bhakti Elektrika
Jember dan PT. Inmash Tehnik Jember.

Jember, 29y Juli - 2005

DINAS TEY 'GAXCRIA DA '.'J'
THA.\‘SW'J?_'— I
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- Jember, 16 Agustus 2005

s L AL L
i
j

 DEWAN PIMPINAN CABANG

SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA

(FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM LABOUR UNIONS)
JEMBER - JAWA TIMUR
Sekret : Jalan Bangka II No. 7 Jember & 0331 - 338957

S SR G AT A S, T EUMERIN T VM TN S L MR L T ML AR L R S P TR -

Nomor : 0130 /A.1/DPCJR/VIII/QS5 : Kepada Yth : ;

Sifat PENTING DISNAKERTRANS JEMBER
Lampiran  : 1 (satu) \ Jalan Kartini

Perihal : PERMASALAHAN KEIENAGA Jember

KERJAAN PT. INMASH TEHNIK

Assalamu'alaikum War. Wb .

Dengan hormat, ;

Kami ingin melaporkan kesekian kalinya atas hialngnya hak-hak normatif dari para
karyawan eks Koperasi Bakti Elektika Jember yang di alihkan ke CV. Inmash Tehnik
Jember, dengan jenis pekerjaan yang sama sebagai " pencatat meter B
Perlu kiranya kami menyampaikan beberapa hal mengenai permasalahan

ketenaga kerjaan khususnya vyang menyangkut Hak - Hak Normatif kami

sebagaimana diatur dalam UU. 13 Tahun 2003,
Menunjuk hasil kesepakatan bersama di Rembangan {terlampir) hanya point 1{satv)
yang telah dilaksanakan sementara yang lain diingkari.

“ Adapun permasalahan hak-hak normatif tersebut antara lain :

1. Pemberian THR 2004 tidak sesuaqi dengan ketentuan, hanya berkisar antara
Rp102.000,- tahap | tahap Il Rp 295.500 per orang total sejumiah Rp397.500,-
sementara THR sesuai ketentuan seharusnya' 1 (satuj kali Upaoh sebulan atav
senilai Rp 750.000,- per orang jadi masih ada kekvrangan THR tahun 2004
sebesar Rp 750.000,- - Rp 397.500, - = Rn 382 500  par arana. Ay

2. CV Inmash Tehnik = masih tetap tidak bersedia meng_ci};ui masa kerja para
Cater yang telah mencapgi.belasan tahun, jelas hal inj sangat merugikan
kami, karena hak atas pe‘sdngong dan penghargoan’ masa kerja kami
dikilangkan secara sepihak dengan cara dibawah norma hukum.

3. Pada UU 13 Tahun 2003 pasal 59 (1). (2) tentang perjanjian kerja untuk waktu
tertentu yang diberlakukan pada kami, dengan melihat jenis, sifat dan waktu

pada pekerjaan “pencatal meter” aduiah bersifdt terus menerus/tetap dan
otomatis tidak bisa diikat dergan staius kerja KONTKAK. e

4. Pasca dilaksanakan aksi mogok kerja yang sah, perusahaan membuat
tindakan balasan berupa melaporkan pengurus Sarbumusi ke Polres sebagai
salah sotu bentuk untuk mengkaburkan permasalahan disamping itu telah
"merumahkan sepihak" 35 karyawan dan menerima karyawan bary,
sementara permasalahan tuntutan normatif belum selesai.
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Sehubungan dengo
hormat kepada p
bidang ketenagce
felah menjadi tuy,

. Demikian surat kami, atas per

Semoga Allah SWT memberik

hatian dan kerja sSamanya disompoikop terima kasin.
an kesabaran Pada kita semyaq, :

'Wgsso!omu'ofoikum qu. Wb

SARRD

4

- Surat Yang soma kami Sampaikan pulag kepada YTH :

¥, BupoﬁJember

2. Kapolres Jember
3. .DPRD Jember
4. PC NU Jember

© 5. Basis Sarbumusi CV. Inmash

8. Media Massa
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER |
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
J1. Kartini No. 02 Telp./Fax. ( 0331 ) 486177

JEMBER
Jembey, 29 Agustus 2005
Kepada :

Nomor L 565/1(80 1436.322/2005 Yth. Bapak Bupati Jember
Sifaat : Penting
Lampiran ‘- 1)
Perihal ¢ Gambaran dan Kronologi z I
: Masalah ketenagakerjaan JEMBER

di PT. Inmash Tehnik

Berkenaon dengan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi
di  PT. Inmash Tehnik Jember dapat dijelaskan kronolosi peristiwa
sebagai berikut

L. Pada tanggal 9 Juni 2004 tecjadi Perjanjian Kerjasama dalam
bentuk Perjanjian Pemborongan Pekerjaan  ( Outsourcing )
pembacaan meter pelanggan area pelayanan dan jaringan Jember
antara PT. PLN .( Persero ) Distribusi JTawa Timur dengan
CV. Inmash Tehnik Surabaya ( sekarang menjadi PT. Inmash

" Tehnik) e '

[

Berdasarkan point 1, pada tanggal 11 Agustus 2004 terjachi
peralthan tenaga kerja dari koperasi Bhakti Elektrika Jember -
( penerima pemborongan pekerjaan sebelumnya ) ke
CV. Inmash Tehnik. dalam bentuk pengunduran diri tenaga kerja
dari Koperasi Bhakti Elektrika Jember dan melamar pekerjaan
ke CV. Inmash Tehnik Jember:

3. Dengan terjadinya peralihan tenaga kerja tersebut timbul
permasalahan ketenagakerjaan yaitu

a.  Status tenaga kerja
b.  Masakerja : _
¢. Pelaksanaan Peraturan Perundang —undangan Retenagakerjaan

4. Bahwa Outsourcing merupakan fenomena baru dalam dunia
ketenagakerjaan modem di Indonesia, banyak perusahaan -
perusahaan besar baik swasta mavpun  BUMN / BUMD
mempergunakan pola dan model ini termasuk didaerah Jawa
Timur. Berbagai perusahaan tersebut diatas, tampaknya sekarang,
ini masih berorentasi pada biaya buruh miwsh atau semata — mata
menekan labour cost serendah mungkin, tentu saja hal ini membuat

LR RS s
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gerah bagi beberapa serikat pekerja / serikat bursh termasuk para
pihak yang concern terhadap masalah ketenz gakerjaan, sehingga
tidak heran jika ada yang berpendapat bahwa pola outsourcing
tidak sesuai dengan prinsip - prinsip hwbungan industrial di
Indonesia. :

3. Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan

bahwasannya

4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. PIN ( Persero )

Distribusi Jawa Timur dengan CV. Inmash Tehnik Surabaya

_ seharusnya didaftarkan terlebil dahuiy ke Dinas Tenaga Kerja

Prapinsi Tawa Timur dengan maksud untuk diperoleh penjelasan

apakab jenis pekerjaan baca meter boleh diborongkan ke
perusanaan lain

b. Perusahaan penerima pekerjaan datam hal ini CV. Inmash Tehnik
Surabaya harus mempunyai ijin operasionzl sebagai Perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja dengan maksud CV.Inmash
tehnik akan bertanggung jawab terhudap segala resiko dan
pelaksanaan peraturan Perundang - undangan ketenagakerjaan
terhadap tenaga kerjanya.

c¢. Peralihan tenaga kerja dari Koperasi Bhaiti Elektrika Jember ke

CV. Inmazh Tehnik Jember seharusnya dilaporikan ke Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember dengan maksud tidak
timbul permasalahan ketenagakerjaan dikaimudian hari

Bahwa oleh karena point ( 5 ) PT. Inmash Tehnik mengajukan
pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ke Dinas Tenaga
Kerja Propinsi Jawa Timur, permohonan 1jin operasional sebagai
perusahaan jasa Tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo dan
Peraturan Perusahaan ke Dinas Tenaga Keria Propinsi Jawa Timur
terlampir. : '

Perselisiiian Hubungan Industrial yang terjadi antara PT. Inmash
Tehnik Jember dengan Basiz Sarbumusi PT. Inmash Tehnik
Jember yang didukung oleh DPC. Sarbumusi Jember yang
diwarnai unjuk rasa dan pemogokan buruh, seharusnya ditempuh
sesuai prosedur Peraturan Perundang — undangan Ketenagakerjaan
sehingga pengurus Sarbumusi tidak sampai terlibat dalam tindak
pidana penipuan dan penggelapan -

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 atas permohonan bantuan
penanganan permasalahan kami memanggl para pihak wvntuk
didamaikan dengan hasil kedua belah pibak akan merundingkan
permasalahan secara musyawarah mufakat dan melaporkan hasil
perundingan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember
( terlampir ) A=

w
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Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan untuk

menjadikan periksa.

Kepala Dinas Tenggz Kerja dan
Transmifrasi '
&Kabupatex Jem

T

DOrs, H. MOH. THAMRIN, MM

/

Pempina
NIP. 510\002 687
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
J1. Kartini No. 02 Telp./Fax. (0331 ) 486177

JEMBER
‘Jember, 18 Agustas 2005
Kepada :
. Nomer 1 5650000 /436.322/2005 Yih. Bapak Bupati Jember

Sifat : Penting.

Lampiran  : - Di-

Perihal : Penanganan Permasalahan

Ketenagakerjaan. JEMBZER.

Memperhatikan surat dari DPC. Sarbumusi Kebhupaten
Jember Nemor : 0129, A.VDPC.SBMI/VII)/05 tanggal 15 Agustus
2005 Perihal Penyelesoian Permasalahan Ketenagakerjaan PT. Inmash
Telmik yang ditujukan kepada Ketna DPRD Kabupaten Jember
dimana tembusannya antara lain disampaikon kepada kami, maka
dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan Permasalahan Ke(enagalferjaan yang terjadi
di PT. Inmash Tehnik telsh diupayakan langkah — langkah -
penanganan secara Preventif dengan melskukan pemanggilan
kepada pihak - pihak terkait pada tanggal. 21 Pebruari, 1 Maret,
26 Juli 2005 . Dengan hasil terlampir.

2. Untuk dilakukan penanganan Permasalahan ketenagakerjaan
secara Represif telah diatur melkanisme Penyelesaian
Perselisithan  Hubungan Industrial sesuai dengan Undang -
undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 136
jo- Undang — undang No. 22 tahun 1957 teatang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan.

3. Berdasarkan Undang — undang No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal 136 jo. Undang - undang No. 22 tahun
1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

- Pasal 2- Ayat (1) bilamana terjsdi Perselisihan Perburuhan,
maka Serikat Buruh dan majlkan mencari penyelesaian
perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan,

- Pasal 2 Ayat ( 2 ) Persetujuan yang tercapai karena
perundingan itu dapat disusun menjadi Perjanjian
Perhuruhan menurut ketentuan -- ketentuan yang tercantum
dalam Undang — undang Perjanjian Perburuhan
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Pasal.3

- Ayat (1) Jika dalam perundingan itu oleh pihak-pihak
vang herselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian
serta mereka tidak bermoksud untuk menyerahkan
perselisihan mereka untuk diselesaian dengan Arbitrage
oleh Juru / Dewan Pemisah, seperti bdimaksudkan pasal 19
dstnya, maka hal demikian ecleh pihak — pihak tersebut
atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan
Surat Kepada Pegawai

- Ayat (1) Pemberitahuan tersebut pata ayat diatas berarti
permintaan pada pegawai tersebut untuk memberikanh
perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan
tersebut, Perantaraan mana yang ahrus diberikan,

Berkaitan dengan point 3, sampai hari ini kedua belah pihak yaitu
baik pihak Basis Sarbumusi PT. Tnmash Tehnik, maupun pihak
PT. Inmash Tehnik tidak menyempaikan hasil perundingan
Bipartit maupun pokok-pokok permasalahan, hingga terjadinya
Perselisihan Hubungan Industrial, sampai dengan tindakan
pemogokan buruh,

Permohonan Penyelesaian masalah Ketenagakerjaan oleh salah
satu pihak atau kedua belah pihak, merupakan syarat mutlak
untuk  dilakukan “ Penanganan permasalahan  sebagaimana
diamanatkan Undang - undang No. 22 tshun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan . jo. Kepmenakertrans No.
1S A tahun 1994 tentang Penvelesasion PHI  dan PHK
dilingkungan Perusahaan

Bohwa pada tanggal 8 Agustus 2005 kami menerima
permohonan  penanganan  masaiah Ketenagakerjaan  di
PT. Inmash Tehnik dari Basis Sarbumusi PT. Inmash Tehnik
yang akan ditindaklanjuti dengan memenggil para pihak pada
tanggal 22 Agustus 2005 ( Sarat texlampir ) dan pemeriksaan
khusus ke PT. PLN ( Persero) sebagai perusahaan pemberi
pekerjaan, PT. Inmash Tehnik sebagai perusahaan penerima
pekerjaan ( yang baru ) dari PT. PLN ( Persero ) dan Koperasi
Bhakti Elektrika sebagai hadan usaha penerima pekerjaan ( yang
lama ), pada hari Rabhu tanggal 24 Agustus 2005. ( surat
terlampir )

Demikian untuk menjadikan periksa

HAMRIN, MM.
- ibina -
NTP. {10 102 687
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. PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
71 Kartini No. 02 -Telp./Fax. ( 0331 ) 486177
| JEMBER

Jember, 18 Agustus 2005

Z Kepada : A
Nomer : 865//r0 1436.322/2005 - Yth. Ketua DPRD. Kabupaten Jember
Sifat - : Penting. ' Ketua Komisi D
Lampiran : -

Perihal : Penanganan Permasalahan Di-

Ketenagakerjaan. JEMBER

Memperhatikan surat dari DPC. Sarbumusi Kebupaten
Jember Nomor : 0129, A.VDPCSBMI/VIII/U5S (anggal 15 Agustus
2005 Perihal Penyelessian Permasalahan Ketenagzkerjaan PT. Inmash
b, e Telnik yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember
! ; dimana tembusannya antara lain disampaiksn kepada kami, maka

s dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

a8 1. Berkenaan dengan Permasalahan Ketenagakerjasn yang terjadi
di PT. Inmash Tehnik telah diupayakan langkah - langkah
penanganan secara Preventf dengan melakukan pemanggilan
AT kepada pihak — pihak terksit pada tanggal. 21 Pebruari, 1 Maret,
) 26 Juli 2005 Dengan hasil terlampir. g

!J

Untuk dilakukan penanganan Permasalahan ketenagakerjaan
secara Represif telah diata¥ - ‘mekanisme  Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial sesvai dengan Undang -
undang No. 13 tghun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PasTl Ingm 17

3. Berdasarkan Undang — undang No. 13 tahun 2003 tentang -
Ketenagakerjoan pasal 136 jo. Undang - undang No. 72
tahun 1957 tentang Penyelesaian Persclisthan Perburuhan

pasal.2
: - }\yat £1) bilamana terjadi Perselisihan Perburuhan, maka
Serikat Buruh dan majikan mencari penyelesaian
perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan,

- Ayat 2 Persetujuan yang tercapai karena perundingan itu
dapat disusunt menjadi Perjanjian Perburuhan menurut
ketentuan — ketentuan yang tercantum dalam Undang -
undang Perjanjian Perburuhan .
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- Pasal 3 Ayat (1) Jika dalom perundingan itu oleh pihak-
pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh
penyelesaian, serta mereka tidak bermaksud unfuk
menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan
Arhitrage oleh Juru /,Dewan Pemisah, seperti dimaksudkan
pasal 19 dstnya, maks hal demikian oleh pihak — pihak
tersehut atau oleh salsh satu dari mereka, diberitshukan
dengan suratkepads pegawai '

- Pasal 3 Ayat ( 2 ) Pemberitahuan tersebut pada ayat diatas
herarti permintaan pada pegawai tersebut untuk memberikan
perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan
tersebut, Perantaraan mana harus diberikan. :

Berkaitan dengan point 3, sampai hari ini kedua belah pihak yaitu
haik pihak Basis Sarbumusi PT. Inmash Teknik, maupun pihak
PT. Immash Tehnik tidak menyampaikan hasil perundingan |
Bipartit maupun pokok-pokok permasalahan, hingga terjadinya
Perselisihan Hubungan Industrial,- sampai dengan tindakan
pemogokan bhuruh,

Permohonan Penyelesaian masalah ketenagakerjaan oleh salah
satu pihak atau kedua belah pihak, merupakan syarat mutlak
untuk  dilakukan “ Penanganan permasalahan sebagaimana
diamanatkan Undang - undang No. 22 tahun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan , jo. Kepmenaker No.15 A
tahun 1994 tentang Petunjuk Penyelesaian PHI dan PHK
ditingkat Perusahaan dan Perantaraan.

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2005 kami menerima
permohonan  penanganan  masalah Ketenagakerjaan  di
PT. Inmash Tehnik dari Basis Sarburmusi PT. Inmash Tehnik |,
yang akan ditindaklanjuti dengan memanggil para pihak pada
tanggal 212 Agustus 2005 ( Surat terlampir ) dan pemeriksaan
khnsus ke PT. PLN ( Persero) sehagai perusahaan pemberi
pekerjaon, PT. Inmash Tehnik sebagai perusahaanvpeneuxima'
pelerjasn ( yang baru ) dari PT. PLN ( Persero ) dan Koperasi
Bhakti Elektrika sebagai badan usaha penerima pekerjaan ( yang
lama ), pada hari Rabii_;_ta::g'gql' 24 Agustus 2005, ( surat
terlampir ) g -

-\."‘.' 4

Demikian untuk menjadikan periksa

4% ! i _;s- E:m‘ ¥



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

